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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Perkembangan Perekonomian Maluku Tahun 2003 - 2007

Semenjak tahun 2008 provinsi Maluku telah memiliki sembilan kabupaten dan
dua kota, namun secara operasional hanya tujuh kabupaten dan dua kota yang roda
pemerintahannya berjalan lancar, sedangkan dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten
Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya walaupun telah memiliki
pemerintahan tetapi belum berjalan lancar.

Untuk melihat kondisi perekonomian di provinsi ini dapat ditinjau melalui
beberapa indikator ekonomi makro, antara lain yaitu dari nilai tambah yang
dihasilkan, struktur perekonomian daerah, laju Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) serta PDRB perkapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan
dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya kegiatan ekonomi
dalam suatu daerah (wilayah).

Angka PDRB suatu daerah dapat memperlihatkan kemampuan daerah tersebut
dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki melalui suatu proses produksi
dengan menggunakan teknologi tertentu. Oleh karena itu besar kecilnya PDRB suatu
daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi
yang terdapat didaerah tersebut, sehingga dengan adanya keterbatasan setiap daerah
dalam menyediakan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB antar daerah

sangat bervariasi.
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Berikut ini dapat ditampilkan laju pertumbuhan ekonomi pada delapan

kabupaten/kota di provinsi maluku sebagai berikut :

(Dalam Persen)

Tabel 4.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Termasuk Migas Tahun 2003 — 2007

No. Kabupaten/Kota 2003 2004 2005 2006 2007
1 (2) 3) 4 (5) (6) (7)
1. Maluku Tenggara Barat 3,44 3,32 3,74 3,85 511
2. Maluku Tenggara 4,09 4,01 3,28 5,10 4,99
3. Kepulauan Aru 4,48 4,12 7,92 5,39 5,47
4. Maluku Tengah 3,48 3,75 4,11 5,01 5,12
5. Seram Bagian Barat 3,07 3,28 4,68 2,85 4,73
6. Seram Bagian Timur 3,04 3,49 5,48 5,00 2,36
7. Pulau Buru 2,58 3,10 3,60 4,41 4,03
8. Ambon 5,63 5,73 6,22 6,43 6,31
9. Maluku 4,32 4,44 5,08 5,55 5,62

Sumber : BPS Provinsi Maluku

Pada tabel tersebut terlihat bahwa selama tahun 2003 — 2007 ]aju pertumbuhan

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku bila dilihat dengan migas menunjukan

suatu trend kenaikan yang selalu berfluktuasi; hal ini disebabkan oleh dampak dari

hasil-hasil yang dimiliki oleh sebagian kabupaten yang mengalami peningkatan

produksi cukup tinggi. Selama tahun 2003 kota Ambon mengalami pertumbuhan

sebesar 5,63 persen lebih tinggi dari kabupaten lainnya, dan pada tahun 2007 kota

Ambon mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara tujuh kabupaten dan dua

kota di Provinsi Maluku yaitu sebesar 6,31 persen,
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sebelumnya dari tahun 2006 yaitu sebesar 6,43 persen. Kondisi ini disebabkan oleh
rendahnya tingkat pertumbuhan dari sektor/sub sektor pertambangan yakni sebesar
1,16 persen dan scktor pengangkutan sebesar 1,35 persen dibanding tahun
sebelumnya.

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki pertumbuhan ekonomi kedua yaitu pada
tahun 2003 sebesar 4,48 persen sedangkan pada tahun 2007 sebesar 5,47 persen
setelah tumbuh sebesar 5,39 persen ditahun 2006. Meningkatnya tingkat pertumbuhan
ekonomi ini disebabkan naiknya pertumbuhan beberapa sektor, seperti sektor
Perdagangan yang didalam tahun 2006 tumbuh 7,74 persen menjadi 27,61 persen
pada tahun 2007; sektor jasa tahun 2006 tumbuh sebesar 5,90 persen menjadi 6,35
persen pada tahun 2007. Kabupaten Maluku Tengah menduduki peringkat ketiga
dimana tabun 2003 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,48 persen menjadi 5,12
persen pada tahun 2007, pertumbuhan ini juga disebabkan oleh meningkatnya sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,33 persen dan sektor jasa sebesar 4,02
persen pada tahun 2006 menjadi 29,24 persen dan 15,58 persen pada tahun 2007.
Berikutnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat menduduki urutan ke empat yaitu
pada tahun 2003 laju pertumbuhan sebesar 3,44 persen dan pada tahun 2007
meningkat menjadi 5,11 persen; hal ini disebabkan oleh naiknya juga oleh sektor
perdagangan dan jasa yaitu pada tahun 2006 sebesar 4,98 persen dan 5,10 persen
menjadi 27,48 persen dan 10,37 persen pada tahun 2007. Sedangkan Kabupaten
Maluku Tenggara menduduki peringkat kelima dalam laju pertumbuhan ekonomi
dimana pada tahun 2003 sebesar 4,09 persen meningkat menjadi 4,99 persen pada

tahun 2007; hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan beberapa sektor yaitu
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sektor perdagangan dan jasa dimana pada tahun 2006 masing-masing sebesar 6,83
persen dan 6,28 persen menjadi 33,16 persen dan 15,28 persen pad;l tahun 2007.
Urutan berikutnya diikuti oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, Buru dan Seram
Bagian Timur.

Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi kota Ambon berada diatas tingkat
pertumbuhan provinsi (5,62 persen) dan Kabupaten kepulanan Aru dan kabupaten
lainnya berada dibawah tingkat pertumbuhan provinsi. Pertumbuhan ekonomi
kabupaten Kepulauan Aru didorong oleh pertumbuhan di sektor/sub-sektor
Perdagangan dan hotel (8,56 persen); sektor Pengangkutan dan komunikasi( 8,08
persen), sektor Pertambangan ( 7,40 persen) serta sektor Bangunan konstruksi ( 8,16
persen).

Kemudian menyusul Kabupaten Maluku Tengah selama tahun 2007 ini
mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan
tahun sebelumnya yang mencapai 5,01 persen. Untuk Kabupaten lainnya seperti
Kabupaten Maluku Tenggara Barat pertumbuhan tahun 2007 mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya, sebagai gambaran tahu 2006 mencapai 3,85 persen dan pada
tahun 2007 sebesar 5,11 persen, kenaikan ini terjadi karena ada kenaikan pada sektor
pertanian sebesar 4,81 persen, sektor Perdagangan dan hotel sebesar 5,72 persen dan
sektor keuangan persewaan sebesar 5,51 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 5,45
persen.

Kabupaten Maluku Tenggara pertumbuhan ekonominya sebesar 4,99 persen
pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yaitu sebesar 5,10 persen sebagai akibat dari menurunya sektor
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pengangkutan yang hanya tumbuh sebesar 5,65 persen pada tahun yang sama.
Sedangkan untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Seram Bagian Timur mempunyai laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007
masing-masing sebesar 4,73 persen; 4,03 persen dan 2,38 persen.
4.1.2, Struktur ekonomi Provinsi Maluku

Pada tahun 2007 (PDRB dengan migas) lima sektor yang memberikan
kontribusi terbesar dalam perekonomian provinsi Maluku adalah sektor Pertanian
(35.08 persen). sektor Perdagangan, hotel dan restoran (27,18 persen), sektor Jasa-
jasa (16,61 persen), sektor Pengangkutan dan komunikasi (9,18 persen)dan sektor
Keuangan, persewaan (4,84 persen). Sektor yang sangat berperan dalam pembentukan
angka PDRB Kabupaten/kota tahun 2006 adalah sektor Pengangkutan dan
komunikasi yaitu sebesar 9,98 persen, sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar
6,86 persen, sektor Bangunan konstruksi sebesar 6,75 persen, dan sektor Listrik dan
Air Bersih sebesar 6,62 persen.
Dengan mengeluarkan unsur migas memperlihatkan bahwa peranan terbesar dalam
pembentukan PDRB provinsi Maluku tahun 2007 adalah sektor pertanian sebesar
35,08 persen. Peranan terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran
sebesar 27,18 persen. Kemudian peranan ketiga adalah sektor jasa sebesar 16,61
persen. Sedangkan peranan yang tidak kala pentingnya dalam pembentukah PDRB ini
adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,18 persen lebih tinggi dari
tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,09 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten/kota di provinsi Maluku, dimana Kabupaten

Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru peranan sektor Pertanian masing-masing sebesar
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60,78 persen dan 60,57 persen merupakan sektor yang dominan dan mempunyai andil
terbesar terhadap pembentukan PDRB tahun 2007. Peranan kedua bagi Kabupaten
Maluku Tenggara Barat diduduki juga oleh sektor pertanian sebesar 52,62 persen dan
sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,48 persen dan Kabupaten Seram
Bagian Timur sektor pertanian sebesar 49,32 persen dan sektor perdagangan, hotel
dan restoran sebesar 22,55 persen; Sedangkan Kabupaten Maluku Tengah diduduki
oleh sektor pertanian sebesar 32,57 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran
sebesar 29,24 persen; serta bagi kabupaten Seram Bagian Barat diduduki oleh sektor
pertanian sebesar 38,78 persen sedangkan kota Ambon diduduki oleh sektor
Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,69 persen dan sektor jasa-jasa sebesar
23,76 persen.

Untuk Kabupaten Kepulauan Aru dan kabupaten Buru, sektor pertanian yang
memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB tahun 2007 yaitu
masing-masing sebesar 60,78 persen dan 60,57 persen. Sedangkan sektor kedua yang
memberikan peranan bagi kabupaten Kepulauan Aru adalah sektor perdagangan,
hotel dan restoran yaitu sebesar 27,61 persen.

Sedangkan untuk Kabupaten.Maluku Tengah adalah sektor perdagangan, hotel dan
restoran sebesar 29,24 persen dan sektor jasa-jasa diurutan ketiga yaitu sebesar 15,58
persen.

Kota Ambon merupakan ibukota Provinsi Maluku, dari gambaran struktur
PDRBnya menunjukan bahwa sektor Perdagangan, hotel dan restoran menduduki
peringkat pertama dan mempunyai peranan penting yaitu sebesar 27,69 persen, urutan

kedua diduduki oleh sektor Jasa-jasa 23,78 persen, urutan ketiga sektor pertanian
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sebesar 19,69 persen dan urutan selanjutnya sektor pengangkutan dan komunikasi
sebesar 17,59 persen. Bila dilihat struktur ekonomi seluruh Kabupaten/Kota maka
untuk sektor pertanian yang menunjukkan peranan cukup berarti di semua kabupaten,
kecuali kota Ambon.

Sementara itu lima sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam
perekonomian Kabupaten/Kota seluruh Maluku adalah sektor Pertanian, sektor
Perdagangan, hotel dan restoran, sektor Jasa-jasa dan sektor Pengangkutan dan
Komunikasi  serta sektor Keuangan. persewaan. Hal ini sangat relevan sektor
ekonomi tersebut sebagai determinan terhadap potensi pajak daerah pada
kabupaten/Kota di provinsi Maluku.

Untuk lebih jelas mengenai nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

pada kabupaten/kota di provinsi maluku dapat dibaca pada tabel berikut ini:
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Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 — 2007
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(dalam ribuan rupiah)
No Kab/Kota 2003 2004 2005 2006 2007
) ® 6) @ ) ©) %)
1. |MTB 446.838,17 | 488.772,73 | 548.776,67 597.308,30 | 663.125,35
2. | Malra 341.290,71 | 368.344,87 | 413.090,07 | 458.370,39 502.288,31
3. | Kep. Aru 186.273,06 | 200.702,22 | 236.131,66 264.569,29 | 295.960,88
4. | Maltenga 550.489,43 | 603.719,42 | 676.308,38 753.090,38 840.250,12
5. |SBB 290.158,48 | 320.724,89 | 361.002,21 384.431,67 | 430.452,87
6. |SBT 135.521,15 | 149.335,22 | 168.612,37 187.982,58 | 202.934,16
7. | Buru 271.366,78 | 302.952,59 | 346.758,53 374.162,51 415.496,30
8. | Ambon 1466.715,48 | 1613.730,64 | 1819.984,16 | 2089.100,34 | 2333.813,38
9. | Maluku 3688.653,26 | 4048.282,58 | 4570.664,05 | 5079.836,95 | 5698.799,37

Sumber : BPS Provinsi Maluku

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa perkembangan PDRB masing-masing

kabupaten dan kota mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2003 — 2007,

bila dilihat secara keseluruhan (provinsi maluku) maka pada tahun 2007 PDRB

kabupaten/kota se-provinsi maluku berdasarkan harga berlaku tercatat sebesar

5.698.799,37 juta rupiah merupakan sumbangan dari setiap kabupaten/kota seperti :

Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 663.125,35 juta atau 11,67

persen dari total PDRB kabupaten/kota provinsi maluku, dan merupakan penyumbang

terbesar ketiga; Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 502.288,31 juta rupiah atau

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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8,94 persen dari total PDRB dan merupakan penyumbang terbesar keempat;
Kab:lipaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 295,960,88 juta atau 5,21 persen sebagai
penyumbang ke tujuh; Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 840.250,12 juta atau
14,78 persen sebagai penyumbang kedua; Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.
430.452,87 juta atau 7,57 persen sebagai penyumbang ke lima; Kabupaten Seram
Bagian Timur sebesar Rp. 202.934,16 juta atau 3,57 persen sebagai penyumbang
kedelapan; Kabupaten Buru sebesar Rp. 415.496,30 juta atau 7,31 persen sebagai
penyumbang ke enam dan Kota Ambon sebesar Rp. 2.333.813,38 juta atau 41,06
persen sebagai penyumbang terbesar pertama terhadap PDRB provinsi Maluku di
atantara delapan kabupaten/kota di provinsi Maluku.

Dengan makin besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap
kabupaten/kota merupakan kinerja perekonomian secara menyeluruh, dimana
sebagian besar diperoleh dari sumbangan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana inpres dan lain-lain.

Sebagai ilustrasi perkembangan PDRB (tanpa migas) serta rasio sektor
pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa serta sektor pengangkutan dan

komunikasi sebagai determinan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

berikut ini :
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Tabel. 4.3

4

Perkembangan PDRB., dan PDRB perkapita, jumlah penduduk dan rasio sektor

pertanian, perdagangan, jasa dan sektor pengangkutan di Provinsi Maluku Tahun

1991 — 2007
Tahun | PDRBy, Penduduk | PDRB/kap | Pert(A) | Perdg(T) | Jasa(J) | Tra(P)
, 1991 | 1150013,93 | 1156,00 994,822 | 30,17 22,23 12,65 4,88
1992 | 1288791,32 | 1178,00 1094,050 | 29,92 21,41 13,73 | 4,77
1993 | 1538191,79 | 1224,65 1256,026 | 27,05 18,60 14,03 16,16
1994 | 1741135,18 | 1250,75 1392,073 | 26,95 19,28 13,79 | 6,27
1995 | 2006597,15 | 1276,80 1571,583 | 24,47 20,84 13,19 16,02
1996 | 2324838,71 | 1303,15 1784,015 | 23,99 20,70 12,87 16,63
1997 | 2547873,56 | 1329,10 1916,992 | 25,49 20,00 13,21 7,05
1998 | 4114689,97 | 1359,00 2408,984 | 31,56 20,15 12,40 |6,20
1999 | 3810978,15 | 1268,67 1983,229 | 37,83 20,90 16,62 | 7,46
2000 |{2756717,88 | 1200,07 2307,582 | 36,53 22,93 18,78 | 8,36
: 2001 | 2754707,61 | 1218,63 2467,092 | 36,27 23,67 19,42 | 7,39
2002 | 2833834,74 | 1246,48 2780,014 | 36,44 24,90 18,36 | 7,52
2003 | 2956167,35 | 1273,19 2897,174 | 35,72 25,26 17,93 {827
2004 | 3087487,39 | 1305,40 3101,182 | 35,72 25,35 17,47 | 8,72
2005 | 3244432,59 | 1336,28 3420,589 | 35,75 25,70 17,10 | 8,94
2006 | 3415820,50 | 1362,74 3727,664 | 35,49 25,08 16,82 | 9,24
. 2007 | 3604780,62 | 1398,05 4076,275 | 35,32 26,34 16,56 | 9,29

Sumber : BPS Propinsi Maluku(diolah)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB, PDRB perkapita, dan
penduduk di provinsi maluku sejak tahun 1991 sampai dengan 1998 mengalami
peningkatan rata-rata setiap variabel sebesar 12,5 persen, dan untuk tahun 1999 sampai
dengan tahun 2007 selalu berfluktuasi. Hal ini terjadi karena nilai PDRB ini sangat
dipengaruhi oleh pendekatan produksi, dimana nilai produk dari barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit produksi pada suatu daerah dalam jangka wak’cu‘s tertentu(satu tahun);

pendekatan pendapatan, merupakan jumlah balas jasa yang diterima ~oleh faktor
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produksi yang ikut serta dalam proses produksi; dan pendekatan pengeluaran,
merupakan jumlah pengeluaran yang mencakup konsumsi rumah tangga, swasta dan
pemerintah, disamping sumbangan dari sektor-sektor ekonomi. Sedangkan rasio sektor
pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa serta sektor pengangkutan
dan komunikasi berfluktuatif sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2007. Ini
merupakan akibat dari pertumbuhan masing-masing sektor yang berbeda dalam

memperoleh hasil dari penggunaan faktor-faktor produksi.

4.1.3 Perkembangan Pajak di Provinsi Maluku Tahun 1991 - 2007

Selanjutnya untuk melengkapi ilustrasi di atas juga dipaparkan mengenai
perkembangan penerimaan keuangan daerah yang menyangkut realisasi penerimaan

pajak tahun 1991 — 2007 dapat dibaca pada tabel di bawah ini :
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Tabel. 4.4.
Perkembangan Penerimaan Pajak di Provinsi Maluku
Tahun 1991-2007
(nilai nominal dalam jutaan rupiah)

No. Tahun Pajak Daerah
1. 1991 3344,840
2. 1992 3947,179
3. 1993 4304,408
4. 1994 5655,190
5. 1995 5645,756
6. 1996 6598,721
7. 1997 8833,140
8. 1998 6695,382
9. 1999 8839,861
10. 2000 5951,526
11. 2001 3120,122
12. 2002 7928,938
13. 2003 12734,852
14. 2004 40625,581
15. 2005 51106,217
16. 2006 49011,971
17. 2007 66770,242

Sumber : Dipenda Provinsi Maluku (data diolah)

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa pungutan pajak di Provinsi
Maluku dari tahun 1991 — 1997 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun rata-
rata sebesar 46,33 persen, sedangkan pada tahun 2000 — 2001 mengalami
penurunan yang sangat berarti yaitu rata-rata sebesar 61,52 persen hal in

disebabkan karena diepangaruhi oleh konflik sosial yang melanda propinsi ini
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sehingga kinerja pemerintah daerah sangat tidak maksimal, namun dengan mulai
berakhimya konflik tersebut pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi mulai
berangsur-angsur membaik mendorong pemerintah daerah mulai membangkitkan
kinerjanya sehingga terlihat bahwa mulai tahun 2002 — 2007 pajak daerah
mengalami kenaikan yang sangat drastis.

4.2. Pembahasan
4.2.1. Analisis Statistik

4.2.1. 1. Hasil Perhitungan Pendugaan Fungsi Kapasitas Pajak
Dalam penelitian ini penulis membatasi pada kontribusi pendapatan
perkapita, kontribusi sektor Pertanian, kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran, kontribusi sektor Jasa-jasa, serta kontribusi sektor Pengangkutan dan
komunikasi.
Hasil perhitungan dengan menunjukkan bentuk persamaan sebagai
berikut :
(a) Estimasi Kapasitas Pajak — 1

Menunjukkan hubungan pendapatan perkapita terhadap kapasitas pajak.

TRIY = -3216+0,004 X1 4.1)
(4,511)

R=0,74 F-1it 20,35 DW stst = 0,793

Keterangan :

X1 = Pendapatan Perkapita

(...) = angka dalam kurung nilai
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Untuk lebih jelasnya dalam melihat hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut ini :
Tabel 4.5.

ANOVA Kapasitas Pajak-1

Model Jumlah df Kuadrat F Sig
Kuadrat Tengah

1  Regresi 221,654 1 221,654 20,350 0,000°
Residu/sisa 163,385 15 10,892
Total 385,038 16

a. Ramalan : (Constanta), X5, X2, X3, X4, X1
b. Dependent Variable : Kajak Maluku

Dari tabel ANOVA kapasitas pajak-1 terbaca bahwa nilai Fy; = 20,350,
sedangkan Fupe dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 persen Fj.1s5.005= 2,90. Bila
diadakan perbandingan maka hasil yang diperoleh adalah 20,35 > 2,90, oleh karena
itu Ho ditolak berarti model tersebut terdapat hubungan linier. Artinya bahwa
pendapatan perkapita dalam persamaan di atas berpengaruh dalam meningkatkan
kapasitas pajak, hal ini juga dapat dibuktikan dengan perbandingan antara nilai Sig
sebesar 0,000 < 0,05 sebagai taraf signifikansi.

(b) Estimasi Kapasitas Pajak — 2
Menunjukkan hubungan pendapatan perkapita, kontribusi sektor pertanian, sektor

perdagangan dan sektor jasa-jasa serta sektor pengangkutan.

TRIY =-21,392—0,002 X1 +0,199 X2 + 1,336 X3 — 2,040x4 +3,670x5 (4.2)
(-0,597)  (0,671) (2,230)  (-2,872) (2,261)
R? =0,80 F-pi = 8,666 DW = 1,585

Keterangan :
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X1 = Pendapatan Perkapita

X2 = Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB

X3 = Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

X4  =Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB

X5 = Kontribusi sektor pengangkutan terhadap PDRB

40270.pdf

Untuk lebih jelasnya dalam melihat hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :
Tabel 4.6

ANOVA Kapasitas Pajak-2

Model Jumlah df Kuadrat F Sig
Kuadrat Tengah

1 Regresi 307,083 5 61,417 8,666 0,002*
Residu/sisa 77,955 11 7,087
Total 385,038 16

c. Ramalan :(Constanta), X5, X2, X3, X4, X1
d. Dependent Variable : Kajak Maluku

Dari tabel ANOVA kapasitas pajak-2

terbaca bahwa nilai Fy;; = 8,666,

sedangkan Fyp dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 persen Fs.j1.005s = 3,20. Bila

diadakan perbandingan maka hasil yang diperoleh adalah 8,666 > 3,20, oleh karena

itu Ho ditolak berarti model tersebut terdapat hubungan linier. Artinya bahwa

pendapatan perkapita secara simultan dengan variabel ekonomi sektor pertanian,

perdagangan, jasa dan pengangkutan dalam persamaan di atas berpengaruh dalam

meningkatkan kapasitas pajak, hal ini juga dapat dibuktikan dengan perbandingan

antara nilai Sig sebesar 0,002 < 0,05 sebagai taraf signifikansi.
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(c) Estimasi Kapasitas Pajak -3
Menunjukkan hubungan kontribusi sektor pertanian, sektor perdagangan dan

sektor jasa-jasa, serta sektor pengangkutan :

TR/Y= -15,730 + 0,140X2 + 1,102X3 — 1,805X4 + 2,827 X5 (4.3)
(0,514) (2,502) (-3,176) 93,645)
R’=0,79 Fopit = 11,353 DW = 1,508
Keterangan :
X2  =Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
X3 =Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
X4  =Kontrbusi sektor jasa terhadap PDRB
X5 = Kontribusi sektor Pengangkutan terhadap PDRB
Agar lebih jelas dalam melihat hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 4.7

ANOVA Kapasitas Pajak-3

Model Jumlah df Kuadrat F Sig
Kuadrat Tengah
1  Regresi 304,561 4 76,140 11,353 | 0,000°
Residu/sisa 80,477 12 6,706
Total 385,038 16

a. Ramalan :(Constanta), X5, X2, X3, X4, X1
b. Dependent Variable : Kajak Maluku

Dari tabel ANOVA kapasitas pajak-3 terbaca bahwa nilai Fpy = 11,353,

sedangkan Fune dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 persen Fa12005= 3,11. Bila

L]
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diadakan éerbandingan maka hasil yang diperoleh adalah 11,353 > 3,11, oleh karena
itu Ho ditolak ’berarti model tersebut terdapat hubungan linier. Artinya bahwa
. kontribusi sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor pengangkutan
dalam persamaan di atas berpengaruh dalam meningkatkan kapasitas pajak, hal ini

juga dapat dibuktikan dengan perbandingan antara nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05

sebagai taraf signifikansi.

4.2.2. Pengujian Parameter Hasil Estimasi Fungsi Kapasitas Pajak (1)
Memperhatikan persamaan linier di atas, dimana nilai konstanta untuk fungsi

kapasitas pajak-1 (o) adalah — 3,216 yang merupakan kapasitas pajak secara

keseluruhan, yang mencerminkan hubungan antara kapasitas pajak -1 (f”R/Y_I )
disatu pihak dihadapkan pada variabel bebas pendapatan perkapita pada pihak
lain.
4.2.2.1. Pengaruh Peubah Bebas Pendapatan perkapita Terhadap

Kapasitas Pajak-1

Pengaruh parameter f; = 0,004 menunjukkan tingkat kepekaan peubah bebas
pendapatan perkapita dalam mempengaruhi kapasitas pajak-1. Berdasarkan uji
statistik dengan tingkat kepercayaan tggio dengan derajad kebebasan df = 16 t
hitung(4,511) adalah lebih besar dari nilai t tabel (2,921); atau menunjukkan nilai
yang berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statisttk peubah bebas
pendapatan perkapita mempengaruhi variasi kapasitas pajak-1. Hal ini
memberikan petunjuk bahwa apabila pedapatan perkapita meningkat dalam satu-
satuan rupiah, maka Kkapasitas pajak-1 akan bertambah sebesar peningkatan

tersebut dikalikan dengan (0,004) dengan asumsi peubah lainnya tetap.
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Berikut ini dapat ditampilkan tabel Koeffisien untuk menguji signifikansi
kostanta sebagai berikut :
Tabel 4.8

Uji t, Pengaruh Parsial Variabel Bebas terhadap Variabel Tidak bebas

Koefisien yang Koefisien yang t Sig
tidak dibukukan dibukukan
Model B Kslhn Beta
Baku
1 (Costanta) | -3,216 2,196 - -1,465 0,164
X1 0,004 0,001 0,759 4,511 0,000

a.Dependent Variabel : Kajak Maluku

Dari tabel koeffisien atau tabel uji t tersebut dapat dilihat bahwa nilai ty; =

4,511, sementara tpn dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 persen dapat
diperoleh nilai typeg =2,921. Dengan membandingkan nilai tyy dan tgh, maka
diperoleh hasil 4,511 > 2,921, karena nilai ty; lebih besar dari tie maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya kostanta a signifikan. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa kontribusi pendapatan perkapita terhadap kapasitas pajak-
1 signifikan atau saling berpengaruh. Dengan asumsi tersebut maka secara
ekonomis dapat dikatakan bahwa nilai pendapatan perkapita meningkat atau
menurun sangat tergantung pada nilai total dari sembilan sektor ekonomi dibagi
dengan jumlah penduduk pada setengah tahun tertentu, dan pendapatan perkapita
tidak hanya tergantung pada sektor tertentu. |

4.2.3. Pengujian Parameter Hasil Estimasi Fungsi Kapasitas Pajak (2)

Memperhatikan persamaan linier di atas, dimana nilai konstanta untuk kapasitas

pajak-2 (Bo) adalah -21,392 yang merupakan kapasitas pajak secara keséluruhan,
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yang mencerminkan hubungan antara kapasitas pajak-2 (f' R/Y, ) disatu pihak
dihadapkan pada variabel bebas pendapatan perkapita, kontribusi sektor pertanian,
sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa serta kontribusi sektor pengangkutan
bersama-sama pada pihak lain.
4.2.3.1. Pengaruh Peubah Bebas Pendapatan perkapita Terhadap Kapasitas
Pajak-2
Nilai parameter ;= 0,002 menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas
pendapatan perkapiia dalam mempengaruhi kapasiias pajak-2. Berdasarkan uji
statistik dengan tingkat kepercayaan tyos dengan derajad kebebasan df = 16 t
hitung (-0,597) adalah lebih kecil dari nilai t tabel (1,746) atau menunjukkan nilai
yang sama dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas pendapatan
perkapita tidak mempengaruhi variasi kapasitas pajak-2. Hal ini memberikan
petunjuk bahwa apabila pendapatan perkapita meningkat dalam satu-satuan rupiah,
maka kapasitas pajak-2 tidak akan bertambah.
4.2.3.2. Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Kapasitas
Pajak-2
Nilai parameter 3, = 0,199 menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas
kontribusi sektor pertanian dalam mempengaruhi kapasitas pajak-2.

Berdasarkan ujia statistik dengan tingkat kepercayaan too1, toos dan to o
dengan derajad kebebasan df =16 t hitung (0,671) adalah lebih kecil dari nilai t
tabel (2,583; 1,746; dan 1,337) atau menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata
dengan nol. Ini berarti bahwa secara statistik peubah bebas kontribusi sektor

pertanian tidak mempengaruhi variasi kapasitas pajak-2. Hal ini memberikan
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petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor pertanian meningkat dalam satu-satuan
rupiah, maka kapasitas pajak-2 tidak akan bertambah atau berkurang,.

4.2.3.3.Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap
Kapasitas Pajak-2
Nilai Parameter §; = 1,336 menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas
kontribusi sektor perdagangan dalam mempengaruhi kapasitas pajak-2.
Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan togs, dan ty;o dengan
derajad kebebasan df = 16 t hitung (2,230) adalah lebih besar dari nilai t tabel
(1,746 dan 1,337) atau menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan nol. Ini
berarti secara statistik peubah bebas kontribusi sektor perdagangan mempengaruhi
variasi kapasitas pajak-2. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi
sektor perdagangan meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-2
akan bertambah sebesar peningkatan tersebut dikalikan dengan (1,336) dengan
asumsi peubah lainnya tetap.

4.2.3.4.Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Jasa-jasa terhadap Kapasitas
Pajak-2
Nilai parameter B, = 2,049 menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas
kontribusi sektor jasa-jasa dalam mempengaruhi kapasitas pajak-2. Berdasarkan
uji statistik dengan tingkat kepercayaan tgos dan tg10 dengan derajad kebebasan
df=16 t hitung (-2,872) adalah lebih kecil dari nilai t tabel (1,746 dan 1,337) atau
menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik
peubah bebas kontribusi sektor jasa-jasa tidak mempengaruhi variasi kapasitas

pajak-2.
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Kapasitas

Pajak-2

Kontribusi
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Sektor Pengangkutan terhadap

Nilai Parameter f§5 = 3,670 menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas

kontribusi sektor pengangkutan dalam mempengaruhi kapasitas pajak-2.

Berdasarkan uji statistik

dengan tingkat kepercayaan tg o

dengan derajad

kebebasan df = 16 t hitung (2,261) adalah lebih besar dari nilai t tabel (1,33) atau

menunjukkkan nilai yang berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik

peubah bebas kontribusi sektor pengangkutan mempengaruhi variasi kapasitas

pajak-2. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor

pengangkutan meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-2 akan

bertambah sebesar peningkatan tersebut dikalikan dengan nilai 3,670 dengan

asusmsi peubah lainnya tetap. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 4.9.

Uji t, Pengaruh Parsial Variabel Bebas terhadap Variabel Tidak bebas

Koefisien yang Koefisien yang t Sig
tidak dibukukan dibukukan
Model B Kslhn Beta
Baku
2 (Costanta) | -21,392 | 11,291 - -1,895 0,085
X1 -0,002 0,003 -0,314 -0,597 0,563
X2 0,199 0,296 0,197 0,671 0,516
X3 1,336 0,599 0,707 2,230 0,047
X4 -2,049 0,714 -1,013 -2,872 0,015
X5 3,670 1,623 1,066 2,261 0,045

Dari tabel koeffisien atav tabel uji t tersebut dapat dilihat bahwa untuk

variabel pendapatan perkapita (X1) nilai ty; = -0,597 sementara tiape dengan taraf
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signifikansi sebesar 0,05 persen dapat diperoleh nilai tung = 1,746. Dengan
membandingkan nilai ty; dan te maka diperoleh hasil -0,597 < 1,746, karena
nilai ty; lebih kecil dari tiae maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima artinya
pendapatan perkapita tidak ada hubungan dan tidak signifikan dengan kapasitas
pajak-2. Untuk sektor pertanian (X2) thi; = 0,671 dan ti,pe dengan taraf signifikansi
sebesar 0,010 persen adalah 2,583 persen. Bila membandingkan nilai tp; dan type
maka diperoleh hasil 0,671 < 2,583; karena nilai ty; lebih kecil dari typg maka
dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti sektor pertanian tidak ada
hubungan dan tidak signifikan dengan kapasitas pajak-2. Untuk sektor
perdagangan (X3) tyi = 2,230 dan dengan taraf signifikansi 0,50 diperoleh nilai
tube = 1,746,. Bila dibandingkan nilai tyi; dan tihe maka diperoleh hasil 2,230 >
1,746, karena nilai tp; lebih besar dari nilai type maka dapat disimpulkan bahwa
Ho ditolak, yang berarti sektor perdagangan signifikan dengan kapasitas pajak-2.
Selanjutnya untuk sektor jasa (X4) ty; = -2,872, dengan taraf signifikansi 0,05
diperoleh nilai tupeg =2,921 maka bila dibandingkan nilai masing-masing maka
diperoleh hasil -2,872 < 2,921, karena nilai t; lebih kecil darti tupe maka dapat
disimpulkan bahwa Ho diterima yang artinya sektor jasa kurang ada hubungan
dengan kapasitas pajak-2 walaupun secara signifikansi mempunyai pengaruh
sebesar 0,015 persen. Dan untuk sektor pengangkutan(X5) thi = 2,261 dengan
taraf signifikansi 0,50 dperoleh nilai tihe = 1,746 maka bila dibandingkan nilai ty;
dan tne diperoleh hasil 2,262 > 1,.746, karena nilai tpi lebih besar dari nilai tiabe
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti sektor pengangkutan ada

hubungan dan signifikan terhadap kapasitas pajak-2.
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan perkapita, sektor
pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor pengangkutan secara
simultan berpengaruh terhadap kapasitas pajak. Akan tetapi bila dilihat ber
variabel maka dikatakan bahwa variabel pendapatan perkapita dan variabel sektor
pertanian tidak signifikan dengan kapasitas pajak-2, karena pendapatan perkapita
yang rendah hanya diperuntukan bagi kelangsungan hidup keluarga, maupun
sektor pertanian yang banyak mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat
pendidikan rendah mengakibatkan tingkat upah yang diperoleh sangat rendah
sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan, hal ini berdampak ke variabel
pendapatan perkapita sehingga bila dikaitkan dengan pajak proposional maka
diperoleh pendapatan disposibel akan semakin kecil setelah dikurangi dengan
pajak.

4.2.4. Pengujian Parameter Hasil Estimasi Fungsi Kapasitas Pajak (3)
Memperhatikan persamaan linier di atas, dimana nilai konstanta untuk fungsi

kapasitas pajak-3 Po adalah -15,730 yang merupakan kapasitas pajak secara

keseluruhan, yang mencerminkan hubungan antara kapasita pajak-3 ( TA"R/Y_3 )
disatu pihak dihadapkan pada variabel bebas kontribusi sektor pertanian,
kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-jasa dan kontribusi sektor
pengangkutan bersama-sama pada pihak lain.

4.2.4.1.Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Kapasitas
Pajak-3
Nilai parameter B; = 0,140 menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas

kontribusi sektor pertanian dalam mempengaruhi kapasitas pajak-3. Berdasarkan
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uji statistik dengan tingkat kepercayaan tgos dan t, ;o dengan derajad kebebasan
df =16 t hitung (0,514) adalah lebih kecil dari nilai t tabel (1,746 dan 1,337) atau
menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik
peubah bebas kontribusi sektor pertanian tidak mempengaruhi variasi kapasitas
pajak-3. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor pertanian
dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-3 tidak akan bertambah atau
berkurang.

4.2.4.2.Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
Kapasitas Pajak-3
Nilai parameter B, = 1,102 menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas
kontribusi sektor perdagangan dalam mempengaruhi kapasitas pajak-3.
Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan t,;90 dengan derajad
kebebasan df = 16 t hitung (2,502) adalah lebih besar dari nilai t tabel (1,337) atau
menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik
peubah bebas kontribusi sektor perdagangan mempengaruhi variasi kapasitas
pajak-3. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor
perdagangan dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-3 akan bertambah
sebesar peningakatan tersebut dikalikan dengan nilai 1,102 dengan asusmsi
peubah lainnya tetap.

4.2.4.3.Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Jasa-jasa terhadap Kapasitas
Pajak-3
Nilai parameter 3 = 1,805 menunjukkan ukuran tingakat kepekaan peubah bebas

kontribusi sektor jasa dalam mempengaruhi kapasitas pajak-3. Berdasarkan uji
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statistik dengan tingkat kepercayaan toos dan t, 19 dengan derajad kebebasan df =
16 t hitung (-3,176) ad;lah lebih kecil dari nilai t tabel (1,746 dan 1,337) atau
menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik
peubah bebas kontribusi sektor jasa tidak mempengaruhi variasi kapasitas pajak-
3. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor jasa-jasa
meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-3 akan bertambah
sebesar peningkatan tersebut dikalikan dengan nilai 1,805 dengan asumsi peubah
lainnya tetap.

4.2.4.4.Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Pengangkutan terhadap
Kapasitas Pajak-3
Nilai parameter B4 = 2,827 menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas
kontribusi sektor pengangkutan dalam mempengaruhi kapasitas pajak-3.
Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan tggs dan t,j0 dengan
derajad kebebasan df = 16 t hitung (3,645) adalah lebih besar dari nilai t tabel
(1,746 dan 1,337) atau menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol.
Ini berarti secara statistik peubah bebas kontribusi sektor pengangkutan
mempengarvhi variasi kapasitas pajak-3. Hal ini memberikan petunjuk bahwa
apabila kontribusi sektor pengangkutan meningkat dalam satu-satuan rupiah,
maka kapasitas pajak-3 akan bertambah sebesar peningkatan tersebut dikalikan
dengan nilai 2,827 dengan asumsi peubah lainnya tetap. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Uji t, Pengaruh Parsial Variabel Bebas terhadap Variabel Tidak bebas
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Koefisien yang Koefisien yang t Sig
tidak dibukukan dibukukan
Model B Kslhn Beta
Baku
3 (Costanta) | -15,730 5,949 - -2,644 0,021
X2 0,140 0,272 0,138 0,514 0,617
X3 1,102 0,440 0,583 2,502 0,028
X4 -1,805 0,568 -0,892 -3,176 0,008
X5 2,827 0,775 0,821 3,645 0,003

Dari tabel koeffisien atau tabel uji t tersebut dapat dilihat bahwa untuk
variabel sektor pertanian(X2) nilai ty; = 0,514 sementara tipe dengan taraf
signifikansi sebesar 0,05 persen dapat diperoleh nilai tupe = 1,746. Dengan
membandingkan nilai tp; dan tgne maka diperoleh hasil 0,514 < 1,746; karena
nilai ty; lebih kecil dari tpe maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima artinya
sektor pertanian tidak ada hubungan dan tidak signifikan dengan kapasitas pajak-
3. Untuk sektor perdagangan (X3) thiy = 2,502 dan tine dengan taraf signifikansi
sebesar 0,50 persen adalah 1,746 persen. Bila membandingkan nilai tpiy dan tiapes
maka diperoleh hasil 2,502 > 1,746; karena nilai t,; lebih besar dari tpe maka
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang berarti sektor perdagangan ada
hubungan dan signifikan dengan kapasitas pajak-3. Untuk sektor jasa (X4) tpiy = -
3,176 dan dengan taraf signifikansi 0,50 diperoleh nilai tipg = 1,746. Bila
dibandingkan nilai ty; dan t.pe maka diperoleh hasil -3,176 < 1,746, karena nilai
tnic lebih kecil dari nilai tpe maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang

berarti sektor jasa tidak ada kontribusi tetapi ada signifikansi sebesar 0,008
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dengan kapasitas pajak-3. Selanjutnya untuk sektor pengangkutan (X5) tyy =
3,645, dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai typeg =2,921 makao bila
dibandingkan nilai masing-masing maka diperoleh hasil 3,645 < 2,921, karena
nilai tni lebih besar darti tiah maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang
artinya sektor pengangkutan ada kontribusi dengan kapasitas pajak-3. Dan untuk
sektor pengangkutan(X5) tpi = 2,261 dengan taraf signifikansi 0,50 diperoleh nilai
tabet = 1,746 maka bila dibandingkan nilai tpi; dan tiy diperoleh hasil 2,262 >
1,.746, karena nilai tn; lebih besar dari nilai tise . dapat disimpulkan bahwa Ho
ditolak berarti sektor pengangkutan berkontribusi dengan kapasitas pajak-3.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan perkapita, sektor
pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor pengangkutan secara
simultan berpengaruh terhadap kapasitas pajak-3. Akan tetapi bila dilihat per
variabel maka dikatakan bahwa variabel sektor pertanian tidak signifikan dengan
kapasitas pajak-3 karena sektor pertanian banyak mempekerjakan tenaga kerja
yang berpendidikan rendah dengan tingkat upah yang diperoleh sangat rendah
sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan, hal ini juga berdampak ke
variabel pendapatan perkapita sehingga bila dikaitkan dengan pajak proposional
maka akan diperoleh pendapatn disposibel akan semakin kecil setelah dikurangi
dengan pajak.
4.2.5. Pengujian Koefisien Determinasi R
4.2.5.1. Kapasitas Pajak-1
Koefisien Determinasi (R?) dari fungsi kapasitas pajak-1 adalah = 0,74, yang

berarti bahwa besarnya sumbangan atau kemampuan peubah bebas secara
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keseluruhan dapat menjelaskan peubah terikat sebesar 74 persen. Atau dengan
kata lain bahwa 74 persen keragaman dalam kapasitas pajak-1 dapat diterangkan
oleh keragaman di dalam peubah bebas, selebihnya sebesar 26 persen ditentukan
oleh variabel lain diluar persamaan.
Untuk pengujian Koefisien Determinasi ini digunakan uji F (Fisher), yaitu
pengujian keberartian hubungan regresi secara keseluruhan menggunakan uji
F(Fisher).
Apabila Hpy : Bi =0, berarti secara simultan peubah bebas tidak
berpengaruh terhadap peubah terikat.
H, . B ; 0,berarti secara simultan peubah bebas berpengaruh
terhadap peubah terikat
Dari perhitungan diperoleh F hitung untuk fungsi kapasitas pajak-1 adalah =
20,35. Pada tingkat kepercayaan 99 persen dengan derajad kebebasan (degree of
freedom/df) diperoleh F tabel :
Foor. q.16y= 8,53.
Oleh karena itu nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka :
Hp : ditolak
H, . diterima (sangat berbeda nyata dengan nol).
Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan peubah bebas pendapatah perkapita
berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak-1.
4.2.5.2.Kapasitas Pajak-2
Koefisien Determinasi (R?) dari fungsi kapasitas pajak-2 adalah = 0,80 yang

berarti bahwa besarnya sumbangan atau kemampuan peubah bebas secara
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keseluruhan dapat menjelaskan peubah terikat sebesar 0,80 persen. Atau dengan
kata lain bahwa 80 persen keragaman dalam kapasitas pajak-2 dapat diterangkan
oleh keragaman di dalam peubah bebas, selebihnya 20 persen ditentukan oleh
variabel lain diluar persamaan.
Untuk pengujian Koefisien Determinasi ini digunakan uji F (Fisher).
Dari perhitungan diperoleh F hitung untuk fungsi kapasitas pajak-2 adalah =
8,666.
Pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajad kebebasan (degree of
freedom/df) diperoleh F tabel :
Foor; .16)= 2,85.
Oleh karena itu nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka :

He : ditolak

H, . diterima (sangat berbeda nyata dengan nol).
Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan peubah bebas; pendapatan perkapita;
kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-
jasa dan kontribusi sektor pengangkutan berpengaruh nyata terhadap kapasitas
pajak-2.

4.2.5.3. Kapasitas Pajak-3

Koefisien Determinasi (R%) dari fungsi kapasitas pajak-3 adalah = 0,79 yang
berarti bahwa besarnya sumbangan atau kemampuan peubah bebas secara
keseluruhan dapat menjelaskan peubah terikat sebesar 79 persen. Atau dengan

kata lain bahwa 79 persen keragaman dalam kapasitas pajak-3 dapat diterangkan
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oleh keragaman di dalam peubah bebas, selebihnya sebesar 21 persen ditentukan
oleh variabel lain diluar persamaan.
Untuk pengujian Koefisien Determinasi ini digunakan uji F (Fisher). Dari
perhitungan diperoleh F hitung untuk fungsi kapasitas pajak-3 adalah = 11,353.
Pada tingkat kepercayaan 99 persen dengan derajad kebebasan (degree of
freedom/df) diperoleh F tabel :
Foos; (46= 3,01.
Oleh karena itu nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka :

Hy : ditolak

H, . diterima (sangat berbeda nyata dengan nol).
Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan peubah bebas; kontribusi sektor
pertanian, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-jasa dan
kontribusi sektor pengangkutan berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak-3.

4.2.6. Pembahasan Hasil Perhitungan
4.2.6.1. Kapasitas Pajak-1

Berdasarkan hasil estimasi model dan wji statistik diperoleh bahwa
kapasitas pajak-1 signifikan dipengaruhi oleh pendapatan perkapita pada tingkat
kepercayaan 99 persen. Variabel pendapatan perkapita memiliki hubungan positif
terhadap kapasitas pajak-1; Dilihat dari pengaruhnya, pendaptan' perkapita
berpengaruh secara positif, yang berarti bahwa bila nilai variabel ini meningkat,
maka kapasitas pajak-1 akan bertambah.

Bila dilihat dari besarnya pengaruh, maka variabel pendapatan perkapita

memiliki pengaruh sebesar yaitu 0,004. Artinya apabila variabel pendapatan
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perkapita bertambah satu persen (satu-satuan rupiah), maka kapasitas pajak-1
meningkat sebesar 0,004 persen (0,004juta).
4.2.6.2. Kapasitas Pajak-2

Berdasarkan hasil estimasi model dan uji statistik diperoleh bahwa
kapasitas pajak-2 secara agregat dipengaruhi oleh pendapatan perkapita,
kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-
jasa dan kontribusi sektor pengangkutan.
Namun secara parsial haﬁ_ya kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor
jasa, kontribusi sektor pengangkutan yang signifikan. Diantaranya signifikan pada
tingkat kepercayaan 95 persen ( sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa) dan 90
persen (kontribusi sektor pengangkutan).
Variabel kontribusi sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan
memiliki hubungan positif terhadap kapasitas pajak-2. Sedangkan variabel
pendapatan perkapita, kontribusi sektor pertanian tidak signifikan.

Dilihat dari pengaruhnya, sektor perdagangan dan sektor pengangkutan
berpengaruh secara positif, yang berarti bahwa bila nilai variabel ini meningkat,
ceteris paribus, maka kapasitas pajak-2 akan meningkat, artinya apabila salah
satu variabel ini meningkat, ceteris paribus, maka kapasitas pajak-2 akan
meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu nilai variabel ini turun,
ceteris paribus, maka kapasitas pajak-2 akan turun pula.

Dilihat dari besarnya pengaruh, maka kontribusi sektor pengangkutan memiliki
pengaruh yang sangat besar yaitu 3,670. Artinya apabila kontribusi sektor

pengangkutan bertambah satu persen (satu-satuan rupiah), maka kapasitas pajak-2
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meningkat sebesar 3,670 persen (3,670 juta). Dari kelima variabel tersebut, dua
diantaranyaa yaitu kontribusi pendapatan perkapita dan sektor pertanian tidak
signifikan, yang berarti walupun terjadi fluktuasi dalam pendapatan perkapita dan
kontribusi sektor pertanian maka hal ini tidak akan mempengaruhi kapasitas
pajak2.

4.2.6.3.Kapasitas Pajak-3

Berdasarkan hasil estimasi model dan uji statistik diperoleh bahwa
kapasitas pajak-3 secara agregat dipengaruhi oleh kontribusi sektor pertanian,
kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-jasa dan kontribusi sektor
pengangkutan.

Namun secara parsial hanya kontribusi sektor perdagangan, kontribusi
sektor jasa dan kontribusi sektor pengangkutan yang signifikan. Diantaranya
signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen (sektor perdagangan dan sektor
jasa-jasa) dan 90 persen (kontribusi sektor pengangkutan).

Variabel kontribusi sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan
memiliki hubungan positif terhadap kapasitas pajak-3. Sedangkan variabel
pendapatan perkapita dan kontribusi sektor pertanian tidak signifikan.

Dilihat dari pengaruhnya, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa
dan sektor pengangkutan berpengaruh secara positif. Artinya bila salah satu nilai
variabel ini meningkat, ceteris paribus, maka kapasitas pajak-3 akan meningkat
Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu nilai variabel ini turun, ceteris

paribus, maka kapasitas pajak-3 akan turun pula.
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Dilihat dari besarnya | pengaruh, maka kontribusi sektor pengangkutan
memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu 2,827. Artinya apabila kontribusi
sektor pengangkutan bertambah satu persen (satu-satuan rupiah), maka kapasitas
pajak-2 meningkat sebesar 2,827 persen (2,827 juta). Dari kelima variabel
tersebut, dua diantaranya yaitu kontribusi pendapatan perkapita dan kontribusi
sektor pertanian tidak signifikan, yang berarti walupun terjadi fluktuasi dalam
pendapatan per kapita dan kontribusi sektor pertanian maka hal ini tidak akan
mempengaruhi kapasitas pajak-3.

Kapasitas pajak atau potensi pajak daerah dapat diketahui melalui pendekatan
fungsi rasio pajak terhadap variabel-variabel independen (seperti pendapatan
perkapita dan struktur ekonomi). Pajak daerah yang diamati dalam penelitian ini
meliputi pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki mekanisme
penggaliannya relatif sama. Beberapa model modifikasi yang digunakan dalam
menggambarkan perbedaan potensi masing-masing daerah sesuai dengan
keunggulannya. Dari ketiga persamaan yang terpilih akan menunjukkan kapasitas
pajak antar daerah yang memiliki perbedaan masing-masing. Untuk memperoleh
gambaran mengenai kapasitas pajak antar daerah Kabupaten/Kota se-Maluku dapat

dilihat pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 di bawah ini :
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Perbandingan Kapasitas Pajak-1 dan Kapasitas Pajak-2 menurut Kaf)upaten/Kota se-
Maluku Tahun 1998, 2003 dan 2007

Kabupaten/ Kapasitas Pajak-1 Kapasitas Pajak-2

Kota 1998 2003 2007 1998 2003 2007
Ambon 0,07775 0,16850 0,09449 0,01892 0,10229 0,04217
Malteng 0,24435 0,80866 0,95021 -0,18585 | 0,02230 0,04133
Buru 0,14814 0,19971 0,25165 -0,01243 {0,01377 0,02428
MTB 0,02198 0,13121 0,16744 -0,47007 | 0,05047 0,11716
Malra 0,82066 0,35308 0,70366 -0,20091 | 0,20520 0,33388
Jumlah 1,31288 1,66116 2,16744 -0,85034 | 0,39403 0,55820
Reterangan ,

Kajak-1 :TRYY = -3,216+0004 X,

Kajak-2 : TRVY

=-21,392-0,002 X1 +0,199 X2 +1,366 X3 —-2,049 X4 + 3,670 X5

Berdasarkan hasil estimasi kapasitas pajak dari dua persamaan dalam tabel

4.11 dan 4.12 menunjukkan indikasi meningkatnya kapasitas pajak daerah masing-

masing kabupaten/kota. Perbandingan kapasitas pajak untuk beberapa tahun yaitu

1998, 2003 dan 2007 secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan, yakni

untuk kapasita pajak-1 (kajak-1) masing-masing sebesar 1,31288; 1,66116;

2,16744; Apabila dilihat per kabupaten maka pada tahun 1998 kapasitas pajak-1

tertinggi ditempati oleh kabupaten Maluku Tenggara yaitu 0,82066, ini sebagai

pertanda adanya usaha dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan secara optimal

sarana dan prasarana disektor perdagangan, sektor keuangan dan persewaan serta

sektor jasa sebagai sektor yang dominan terhadap PDRB untuk dijadikan obyek

pajak. Sedangkan kapasitas pajak-2 dan kapasitas pajak-3 ditempati kota Ambon
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yaitu 0,01892 dan 0,02744 sebagai kapasitas pajak tertinggi melalui lajuv
pertumbuhan ekonomi dan sumbangan sektor perdagangan; sektor jasa dan sektor
pengangkutan. Keberhasilan ini dicapai karena adanya usaha pemerintah daerah
melalui instansi terkait untuk melakukan berbagai kebijakan internal yaitu
penyuluhan dan pemasangan iklan serta menciptakan kualitas layanan terhadap
wajib pajak, kebijakan eksternal yaitu mangadakan pendataan kembali terhadap
wajib pajak dilapangan yang tidak lagi membayar pajak dan dihimbau untuk
mendaftar lagi sebagai wajib pajak.

Pada tahun 2003 kapasitas pajak-1 ditempati kabupaten Maluku Tengah
yaitu 0,80866; kapasitas pajak-2 dan kapasitas pajak-3 ditempati kabupaten
Maluku Tenggara yaitu 0,20091 dan 0,27044. Dan pada tahun 2007 kapasitas
pajak-1 ditempatikabupaten Maluku Tengah; kapasitas pajak-2 dan kapasitas
pajak-3 ditempati kabupaten Maluku Tenggara masing-masing sebesar 0,33388;
0,27044. Sedangkan untuk kapasitas pajak-2 (kajak-2) tahun 1998 mengalami
penurunan sebesar -0,85034; dan pada tahun 2003 dan tahun 2007 mengalami
kenaikan masing-masing sebesar 0,39403; 0,5582. Untuk tahun 1998, kapasitas
pajak-1 (kajak-1) terbesar dimiliki oleh kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan
kapasitas pajak terendah dimiliki oleh kabuapten Maluku Tenggara Barat;
Selanjutnya untuk kapasita pajak-2 terbesar dimiliki oleh Kota Ambon yaitu
0,01892, sedangkan kapasitas pajak terendah dimiliki oleh kabupaten Buru yaitu -
0,01243.

Rendahnya kapasitas pajak di kabupaten Maluku Tenggara Barat dan

kabupaten Buru disebabkan karena, kedua kabupaten ini baru dimekarkan dari
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kabupaten Maluku Tenggara dan kabupaten Maluku Tengah sehingga masih

dibatasi oleh sarana dan prasarana penunjang seperti pembangunan sektor-sektor

ekonomi, penataan obyek pajak dan masih membutuhkan pendidikan dan

penyuluhan terhadap wajib pajak tentang tata cara pendaftaran dan pengisian Surat

Pajak Tahunan (SPT).

Tabel 4.12.

Perbandingan Kapasitas Pajak-3 menurut Kabupaten/Kota se-Maluku
Tahun 1998, 2003 dan 2007

Kapasitas Pajak-3

Kabupaten/Kota 1998 2003 2007
Ambon 0,02744 -0,04931 0,06689
Malteng -0,19661 0,02851 0,05293
Buru -0,01448 0,01712 0,03016
MTB -0,61964 0,06281 0,09319
Malra -0,22978 0,28741 0,27044
Jumlah -0,03307 0,34654 0,51361
Keterangan .

Kajak-3 : TRYVY =-15,730+ 0,140 X2 +1,102 X3 —1.805 X4 +2.827 X5

Demikian pula pada kapasitas pajak-3 dalam tabel 4.12. menunjukkan bahwa untuk

tahun 2007, kapasitas pajak-3 tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tenggara yaitu

0,27044, sedangkan kapasitas pajak terendah dimiliki oleh Kabupaten Buru yaitu 0,03016

Dari ketiga estimasi kapasitas pajak daerah tersebut memberikan gambaran bahwa

setiap model yang dimodifikasi determinannya memberikan hasil yang tertinggi dan

terendah dari tiga kabupaten/kota ternyata mengalami perubahan.

Hal ini memberikan indikasi bahwa masing-masing kabupaten/kota mempunyai

keunggulan tersendiri.
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Dalam perhitungan kapasitas pajak pada bagian terdahulu menggunakan tiga

persamaan yang merupakan modifikasi dari model yang sudah ada sebagai

kapasitas pajak estimasi, sehingga untuk memperoleh nilai usaha pajak juga

menggunakan dari tiga persamaan tadi dengan cara membandingkan kapasitas pajak

aktual dengan kapasitas pajak estimasi. Untuk memperoleh gambaran mengenai

usaha pajak akan ditunjukkan dalam tabel 4.13 dan tabel 4.14 di bawah ini:

Tabel 4.13

Perbandingan Usaha Pajak-1 dan Usaha Pajak-2 menurut Kabupaten/Kota se-Maluku
Tahun 1998, 2003 dan 2007.

Usaha Pajak-1 Usaha Pajak-2
Kabupaten/Kota 1998 2003 2007 1998 2003 2007
Ambon 0,02403 | 0,04824 |0,02595 |827316 |0,04363 |0,02024
Malteng 1,11462 | 0,38857 {0,36117 |-2,17352 |0,01579 | 0,02960
Buru 0,05520 | 0,08080 | 0,08671 |-0,04702 | 1,09460 |0,01424
MTB 0,09668 | 0,04565 | 0,05273 | 0,01976 |0,01299 |0,02513
Malra 0,41745 |0,12874 |0,22918 | 0,08695 | 0,03485 | 0,08486
Jumlah 1,70798 | 0,6920 0,75574 | 6,15933 1,20186 | 0,17407

Berdasarkan data pada tabel 4.13 terlibat secara keseluruvhan dari lima

kabupaten/kota se-Maluku menunjukkan kecenderungan usaha pajak yang

berfluktuatif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika usaha pajak sama dengan satu

berarti pajak aktual sama dengan pajak estimasi; Bila usaha pajak lebih kecil dari

satu berarti pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi, dan apabila usaha pajak

lebih besar dari satu maka pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi.
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Melalui data tersebut kalau kita melakukan perbandingan antar waktu maka dapat
dijelaskan bahwa usaha pajak-1 tahun 1998 di kabupaten Maluku Tengah berhasil
mengumpulkan pajak sebesar 1,11462, ini mengandung makna bahwa pajak
aktual lebih besar dari pajak yang diestimasi; bila dibandingkan dengan tahun
2003 dan 2007 pada usaha pajak-1 turun sebesar 0,38857 dan 0,36117, ini artinya
pajak aktual mengalami penurunan berturut-turut untuk kabupaten Maluku
Tengah; Untuk kota Ambon pada tahun 1998 usaha pajak yang diperoleh sebesar
0,02403 meningkat menjadi 0,08824 pada tahun 2003, ini artinya bahwa pajak
aktual mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan
sebesar 0,02595, hal ini dapat dilakukan untuk ketiga kabupaten lainnya dalam
penelitian ini.

Untuk Usaha pajak-2 pada tahun 1998 kabupaten Maluku Tengah mencapai
angka -2,17352 yang berarti pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi, bila
dibandingkan dengan tahun 2003 dan 2007 maka mengalami peningkatan sebesar
0,01579 dan 0,02960; begitu juga dengan kabupaten Buru pada tahun 1998 usaha
pajak-2 yang diperoleh sebesar -0,04702 meningkat menjadi 1,09460 pada tahun
2003 tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,01424.

Peningkatan penerimaan pajak daerah hendaknya lebih memprioritaskan
kebijaksanaan ekstensifikasi pajak daerah dalam bentuk penciptaan sumber-
sumber pajak daerah melalui investasi dari pada kebijaksanaan intensifikasi pajak
daerah (Halim, 2004:148). Usaha pajak meningkat disebabkan karena beberapa
hal seperti kinerja pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam memungut

pajak cukup baik dan memanfaatkan sarana dan prasarana seperti pasar,

73

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



40270.pdf

pelabuhan dan obyek wisata dikelola dengan baik di kabupaten Maluku Tenggara,
Maluku Tengah dan kota Ambon terjadi pada tahun 2003; sedangkan pada tahun-
tahun sebelumnya penerimaan pajak mengalami peningkatan yang lambat akibat
pengartuh krisi ekonomi pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 konflik sosial
yang melanda provinsi maluku secara keseluruhan mengakibatkan kinerja
pemerintah daerah tidak maksimal. Kemudian peningkatan ini juga terjadi karena
beberapa sektor ekonomi yang dominan dalam memberikan sumbangan bagi
pungutan pajak yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa dan
sektor pengangkutan dan komunikasi. Di satu sisi terjadi penurunan diakibatkan
kontribusi pendapatan perkapita masyarakat yang rendah tidak merupakan bagian
dari pembayaran pajak dan tidak adanya kontribusi sektor pertanian, walaupun
merupakan salah satu sektor yang dominan terhadap PDRB di masing-masing
kabupaten dan kota. Disisi lain pada kabupaten Maluku Tenggara Barat dan
kabupaten Buru boleh dikatakan stabil akibat kontribusi positif dari sektor
perdagangan, hotel dan restoran; dan kontribusi sektor pengangkutan dan
komunikasi. Ketiga estimasi pajak menunjukkan peningkatan untuk usaha pajak-1
tahun 1998, 2003, 2007 masing-masing sebesar 1,70798; 0,6920 dan 0,75574;
kemudian untuk usaha pajak-2 untuk priode yang sama masing-masing sebesar
6,15933; 1,20186 dan 0,17407. Untuk mengetahui usaha kapasitas pajak-3 dapat

dibaca pada tabel berikut :
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Tabel 4.14
Perbandingan Usaha Pajak-3 menurut Kabupaten/Kota se-Maluku
Tahun 1998, 2003 dan 2007

Kabupaten/Kota Usaha Pajak-3
1998 2003 2007

Ambon 0,01181 0,05471 -0,23411
Malteng -0,68135 0,05060 0,03854
Buru -0,03913 0,01043 0,01772
MTB 0,02713 0,01725 0,02875
Malra 0,12880 0,04783 0,11379
Jumlah -0,55274 0,18082 -0,03531

Pada tabel di atas sebagai perbandingan usaha pajak-3, tahun 1998 di
kabupaten Maluku Tengah turun sebesar — 0,68135, pada tahun 2003 meningkat
sebesar 0,05060 ini berarti pajak aktual meningkat pada tahun tersebut kemudian
turun lagi pada tahun 2007 sebesar 0,03854; dan kabupaten Buru sebesar -
0,03913 mengalami peningkatan berturut-turut untuk tahun 2003 dan 2007
masing-masing sebesar 0,01043 dan 0,01772; Sedangkan di kota Ambon tahun
1998 sebesar 0,01181 meningkat menjadi 0,05471 kemudian tahun 2007
mengalami penurunan sebesar -0,23411. Peningkatan ini tidak semata-mata
akibat meningkatnya penerimaan pajak aktual, tetapi yang juga menentukan
tinggi-rendahnya usaha pajak tersebut adalah semakin tinggi atau rendahnya
kapasitas pajak daerah.

Usaha pajak dikatakan negatif (-) mengandung arti bahwa dalam
prakteknya obyek-obyek tersebut belum dijadikan sebagai obyek pajak seperti

monumen dan benteng peninggalan pemerintah Belanda yang sering dikunjungi
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oleh wisatawan tapi tidak dikenakan pajak, tukang cukur serta servis alat-alat
elektronik dan lain-lain. 9

Jika kita membandingkan usaha pajak antar daerah misalnya untuk tahun
2003 maka nilai tertinggi usaha pajak-1 adalah kabupaten Maluku Tengah,
sedangkan nilai terendah adalah kabupaten Maluku Tenggara Barat; Kemudian
untuk usaha pajak-2 nilai tertinggi adalah kabupaten Buru, sedangkan nilai
terendah adalah kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan usaha pajak-3 dengan
nilai tertinggi ditempati oleh kota Ambon, sedangkan nilai terendah ditempati
kabupaten Buru.

Bila dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Roy W.
Bahl tahun 1978 yang mengungkapkan bahwa determinan yang mempengaruhi
kapasitas pajak adalah pendapatan perkapita serta sektor-sektor ekonomi seperti
pertanian, perdagangan dan pertambangan dimana analisisnya dilakukan antar
negara; sehingga kalau dibandingkan dengan hasil penelitian ini agak berbeda
karena sektor yang dominan untuk menaikan kapasitas pajak yang dilakukan antar
kabupaten/kota diprovinsi maluku adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran;
sektor jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

4.2.8.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota Tahun
2003 dan Tahun 2007

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan pajak
daerah dan retribusi daerah, untuk membedakan pajak daerah yang menjadi
kewenangan Propinsi dan kewenangan kabupaten/kota seperti telah dijelaskan

sebelumnya. Macam pajak daerah kabupaten/kota cukup banyak dan bervariasi

°
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diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam
mengelola perekonomian dan pembangunan daerahnya masing-r;lasing.
Selanjutnya akan dibahas target dan realisasi penerimaan pajak daerah masing-
masing kabupaten dan kota sebagai perbandingan digunakan tahun 2003 dan 2007
antara lain :

Pemerintah kota Ambon melalui kantor Dinas Pendapatan Kota pada tahun
2003 menargetkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar
Rp.5.840.69 juta, akan tetapi dalam realisasinya berhasil melampaui target yang
ditentukan yaitu sebesar Rp. 6.771,62 juta, atau terjadi peningkatan sebesar Rp.
930,93 juta atau 15,94 persen, keberhasilan ini tercapai karena adanya usaha yang
dilakukan oleh lembaga pengelola melalui kebijakan intensifikasi yaitu : (1)
melakukan kegiatan penungguan pada obyek pajak seperti restoran dan hiburan,
tempat-tempat parkir; (2) penerapan denda terhadap wajib pajak yang melewati
tanggal penetapan pembayaran yang jatuh temponya setiap tanggal sepuluh pada
bulan berjalan. Apabila dibandingkan dengan pemungutan pajak pada tahun 2007
target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.8.173,46 juta, namun dalam
realisasinya hanya mencapai Rp. 7.682,26 juta, berarti terjadi penurunan sebesar
Rp.491,21 juta atau 6,01 persen. Ini sebagai akibat dari beberapa hal yaitu (1)
pada saat obyek pajak didatangi oleh petugas selalu menghindar, (2) penundaan
pembayaran sengaja dilakukan oleh wajib pajak, (3) masih ada toleransi dari
pemerintah kota sehubungan dengan baru berakhimya konflik sosial. Sedangkan
melalui kebijakan ekstensifikasi untuk saat ini belum ada obyek pajak baru, obyek

pajak daerah yang telah ada masih mengacu pada Undang-undang nomor 34
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tahun 2000 sebagai pengganti Undang-undang nomor 18 tahun 1999 dimana
penetapan pajak dan retribusi telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Kabupaten Maluku Tengah melalui instansi pengelola pajak daerah dan
retribusi daerah dalam tahun 2003 menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar
Rp.3.031,34 juta, pajak daerah yang dipungut pada tahun tersebut tidak mencapai
target yaitu sebesar Rp. 2.275,04 juta, ini berarti terjadi selisih sebesar Rp.756,3
juta atau 24,95 persen. Hal ini terjadi karena ada indikasi bahwa (1)masih ada
sebagian besar masyarakat yang menghindari pungutan pajak, (2) juga ada
sebagian masyarakat yang kesulitan dalam mengisi SPT (Surat Pajak Tahunan)
sehingga harus melibatkan petugas dalam pengisian formulir SPT, sehingga
menimbulkan kebocoran dalam pungutan pajak daerah oleh petugas pajak. Bila
dibandingkan dengan tahun 2007 rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.
5.045,13 juta rupiah, namun dalam pemungutan pajak berhasil melebihi sedikit
targetnya yaitu sebesar Rp.5.245,03 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp.199,90
juta atau 3,96 persen ini terjadi karena (1) menggunakan tenaga kontrak yang
ditempatkan pada obyek pajak seperti di pasar-pasar, pelabuhan dan terminal, (2)
berhasii dalam memberikan penyuluhan dan petunjuk pengisian kepada wajib
pajak, (3) mulai adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pembayaran
pajak, (4) tayangan melalui media elektronik (Televisi), media cetak dan lain-lain.
Sedangkan kebijaksanaan ekstensifikasi untuk membuka obyek pajak baru belum
terlaksana dan masih tergantung pada obyek pajak yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang diberlakukan bagi

semua Pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.
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Kabupaten Buru, pemerintah daerah dalam tahun 2003 pemungutan pajak
daerah ditargetkan sebesar Rp.826,26 juta, sedangkan realisasi dalam pemungutan
pajak sebesar Rp.830,02 juta berarti ada sedikit peningkatan dalam pungutan yaitu
sebesar Rp.3,76 juta atau 0,46 persen. Pada tahun 2007 target penerimaan pajak
daerah sebesar Rp. 1.586,39 juta, namun dalam pungutannya berhasil mencapai
Rp. 2.159,30 juta atau meningkat sebesar Rp. 427,09 juta atau 26,92 persen.
Peningkatan ini terjadi karena juga tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah
dalam hal ini pengelola pajak daerah untuk melakukan langkah intensifikasi untuk
mengatasinya melalui (1) adanya penyuluhan kepada wajib pajak (2) pemasangan
reklame pada tempat-tempat umum untuk memotivasi masyarakat dalam
pembayaran pajak dan retribusi dan (3) meningkatnya pengawasan terhadap
petugas pajak untuk menghindari kebocoran dalam pungutan pajak.

Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 2003 pemerintah daerah melalui
instansi pengelola pajak daerah menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar
Rp.2.211,44 juta, dalam pelaksanaanya berhasil memungut pajak sebesar
Rp.2.307,53 juta berarti tejadi peningkatan sebesar Rp. 96,42 juta atau meningkat
sebesar 4,36 persen. Dan pada tahun 2007 rencana penerimaan pajak sebesar
Rp.8.053,49 juta, namun dalam pemugutannya juga melampaui target yang
ditetapkan yaitu sebesar Rp. 8.421,32 juta atau meningkat sebesar 5,57 persen.
Dengan meningkatnya pajak daerah pada tahun-tahun tersebut maka tidak terlepas
dari usaha pengelola perpajakan melalui kebijakan intensifikasi yang dilakukan
adalah (1)menggunakan tenaga kerja kontrak langsung mendatangi obyek pajak,

(2) kerjasama petugas dengan wajib pajak untuk mengetahui berapa besar omset
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wajib pajak untuk dikaji dan penetapan pajak untuk bulan/tahun berikutnya serta
(3) menggunakan dan mengaktifkan sarana dan parasarana yang disediakan untuk
pungutan pajak secara berhasil guna dan berdaya guna. Sedangkan usaha
ekstensifikasi yaitu membuka obyek pajak baru melalui sektor pariwisata air
”Evu” dan pantai ”"Ngilngof” di kecamatan Kei Kecil Barat.

Dan untuk kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam tahun 2003 target
penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.050,71 juta, dalam pelaksanaannya
terealisasi sebesar Rp. 1.068,36 juta berarti terjadi kelebihan dalam penerimaan
sebesar Rp. 17,65 juta atau meningkat sebesar 1,68 persen; Dan dalam tahun
2007 target penerimaan sebesar Rp. 2.400,94 juta sedangkan terealisasi sebesar
Rp.2.541,68 juta berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 140,74 juta atau
meningkat sebesar 5,86 persen. Peningkatan penerimaan pajak pada kabupaten ini
sama halnya dengan kabupaten lain dan kota Ambon, juga tidak terlepas dari
usaha yang dilakukan oleh pemda setempat melalui kebijakan intensifikasi berupa
(1) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mulai meningkat, (2) sebagian
mayarakat mulai menghindari adanya penundaan pembayaran pajak (3)
masyarakat mulai memahami cara pengisian SPT sehingga tidak melibatkan lagi
petugas dari pengelola pajak daerah.

4.2.9 . Ranking Untuk Kapasita Pajak dan Usaha Pajak
Berdasarkan fungsi kapasitas pajak dan usaha pajak dapat diketahui
peringkat dan karakteristik kabupaten/kota di Maluku, seperti tampak pada tabel

4.15. dan 4.16; tabel 4.17 dan 4.18; tabel 4.19 dan 4.20.
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Dari tabel-tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1998 untuk
K1U1, kabupaten Maluku Tengah dan kabupaten Maluku Tenggara berada pada
peringkat HC-HE; Bila dilihat dari sumbangan sektor dalam kapasitas pajak
mendudukan kota Ambon pada urutan dua setelah kabupaten Maluku Tenggara, dan
kabupaten Buru masuk dalam urutan tiga setelah Maluku Tenggara dan Maluku
Tengah pada usaha pajak-1. Pada kategori K2U2, peringkat HC-HE di tempati oleh
kota Ambon dan kabupaten Maluku Tenggara; dan bila dilihat dari sumbangan
sektor ekonomi terhadap kapasitas pajak-2 maka kabupaten Maluku Tenggara Barat
berada pada urutan dua; sedangkan dari usaha pajak-2 kabupaten Maluku Tengah
berada pada urutan dua setelah kota Ambon.Untuk kategori K3U3, peringkat HC-
HE ditempati oleh kota Ambon, Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat;
Untuk mengetahui peringkat secara lengkap tahun 1998 dapat dilihat pada tabel
4.15 dan 4.16.

Dilihat dari sumbangan sektor ekonomi maka dapat dikatakan bahwa kota
Ambon dalam pemungutan pajak di dominasi rasio sektor perdagangan sebesar
21,38 persen, sektor jasa sebesar 17,70 persen dan sektor pengangkutan sebesar
11,07 persen; Kabupaten Maluku Tengah didominasi oleh rasio sektor perdagangan
sebesar 19,34 persen; Kabupaten Maluku Tenggara disumbangakan oleh sektor
perdagangan sebesar 24,11 persen, sektor jasa sebesar 14,02 persen dan kabupaten
Maluku Tenggara Barat di dominasi oleh sektor perdagangan sebesar 20,80 persen
dan jasa sebesar 10,47 persen.

Pada tahun 2003 untuk K1UI, pada peringkat HC-HE ditempati oleh

kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Buru; Untuk K2U2, pada
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peﬁngkat HC-HE ditempati oleh kota Ambon, kabupaten Maluku Tenggara dan
kabupater; Buru; sedangkan pada karakteristik K3U3, pada peringkat HC-HE
ditempati oleh kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Tenggara; namun dilihat dari
sumbangan sektor ekonomi untuk kapasitas pajak-3 Kabupaten Maluku Tenggara
Barat menduduki urutan dua setelah kabupaten Maluku Tenggara; sedangkan dari
Usaha Pajak kota Ambon menduduki urutan satu dan hanya menempati peringkat
LC-HE karena untuk kapasitas pajak berada pada urutan lima. Agar lebi jelas dapat
dilihat pada tabel 4.17 dan 4.18.

Apabila dilihat dari sumbangan sektor ekonomi maka pada tahun yang sama
di kota Ambon, sumbangan sektor terbesar untuk kapasitas pajak-2 sektor jasa
sebesar 26,20 persen, sektor perdagangan sebesar 25,10 persen dan sektor
pengangkutan sebesar 15,48 persen; Kabupaten Maluku Tengah sumbangan sektor
ekonomi terbesar adalah perdagangan sebesar 28,05 persen, sektor jasa sebesar
17,30 persen; Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan sektor perdagangan
diurutan satu sebesar adalah 31,67 persen dan sektor jasa sebesar 14,60 persen.
Untuk kabupaten Maluku Tenggara Barat, sektor perdagangan memberikan
sumbangan terbesar yaitu 26,32 persen dan sektor jasa sebesar 10,64
persen.Sedangkan untuk kabupaten Buru hanya menempati sektor perdagangan dan
sektor jasa masing-masing 15,57 persen dan 10,57 persen.

Pada tahun 2007 untuk K1U1 pada peringkat HC-HE yaitu Kabupaten
Maluku Tenggara, kabupaten Maluku Tengah dan kabupaten Buru; Untuk K2U2
yang berada pada peringkat HC-HE kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku

Tenggara Barat, namun dalam kapasitas pajak kota berada pada urutan dua serta
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untuk usaha pajak kabupateﬁ Maluku Tengah berada pada urutan dua; selanjutnya
untuk K3U3 pada peringkat HC—H;Z masih tetap ditempati oleh kabupaten Maluku
Tenggara dan Maluku Tenggara Barat, walaupun pada kapasitas pajak kota Ambon
berada pada urutan tiga dan kabupaten Maluku Tengah pada urutan dua dalam
usaha pajak setelah kabupaten Maluku Tenggara; Agar terlihat lebih jelas dapat
dibaca pada tabel 4.15 dan 4.16.

Dilihat dari sumbangan sektor untuk kapasitas pajak-3 maka di kota Ambon
sumbangan sektor terbesar adalah perdagangan sebesar 27,69 persen, sektor jasa
23,78 persen dan sektor pengangkutan 17,59 persen; Kabupaten Maluku Tengah
sektor tertinggi adalah perdagangan sebesar 29,24 persen dan jasa 15,58 persen;
Kabupaten Maluku Tenggara sektor tertinggi adalah perdagangan sebesar 33,68
persen dan sektor jasa 13,96 persen dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sektor
tertinggi adalah perdagangan 27,48 persen dan sektor jasa 10,37 persen; serta
kabupaten Buru juga menempatkan sektor perdagangan dan jasa masing-masing

17,55 persen dan 10,09 persen.

Tabel 4.15.
Peringkat Kabupaten/Kota Menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 1998
Kabupaten/Kota Kapasitas Pajak Usaha Pajak
K1 RK1 | RK2 | RK3 RU1 RU1 | RU2 | RU3
Ambon 0,77750 2 1 1 0,02405 5 1 2
Malteng 0,24435 3 4 4 0,11463 2 2 4
Buru 0,14814 4 5 5 0,05520 4 4 5
MTB 0,02198 5 2 2 0,09668 3 5 3
Malra 0,82066 1 3 3 0,41745 1 3 1
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Catatan : Ranking 1 - 3 : dikategorikan tinggi
Ranking 4 - 5 : dikategorikan rendah .

Sumber : diolah dari tabel sebelumnya

Keterangan :

K1 = kapasitas pajak dari persamaan (4.1)
K2 = kapasitas pajak dari persamaan (4.2)
K3 =kapasitas pajak dari persamaan (4.3)
Ul =usaha pajak dart persamaan  (4.1)
U2 = usaha pajak dari persamaan 4.2)
U3 = usaha pajak dari persamaan 4.3)

Tabel 4.16.
Karakteristik Daerah Menurut Kategori Tinggi-Rendahnya Kapasitas Pajak
Dan Usaha Pajak Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 1998

Kategori RK1U1 RK2U2 RK3U3

HC - HE Malra, Malteng Amgq, Malra Amgq, Malra, MTB
HC - LE Amgq MTB -

LC - HE MTB Malteng -

LC - LE Buru Buru Buru, Malteng

Sumber : diolah dari tabel sebelumnya.
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Kajak-1
6 |
5 LC -HE LC-LE
4 { *MTB * Buru
3 { *Maira * Amg
2 - HC - HE HC - LE
1 { *Malteng
Usaha Pajak -1
0 I 2 3 4 5 6

Gambar la. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko
Se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan
Usaha Pajak Tahun 1998.

Kajak-2
6 -
5 4 LC - HE LC-LE
4 * Malteng * Buru
3 {*Amq *MTB
2 - HC - HE HC-LE
1 4 * Malra
Usahajak -2
0o 1 2 3 4 5 6

Gambar 1b. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko
Se-Maluku menurut Kapasitas Pajak
dan Usaha Pajak Tahun 1998.
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Kajak-3

) .
5 { LC-HE LC-LE
4 4 * Buru *Malteng
3 4 *Amg * Malrg
) 2 | HC-HE HC-LE
. 1 {*MTB
Usahajak-3
1 2 3 4 5 6

Gambar 1c. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko
Se- Maluku menurut Kapasitas Pajak
dan Usaha Pajak Tahun 1998.

Tabel 4.17.
Peringkat Kabupaten/Kota Menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2003
Kabupaten/Kota Kapasitas Pajak Usaha Pajak
K1 RK! | RK2 | RK3 RUI1 RU1 | RU2 | RU3

Ambon 0,16850 4 2 5 0,04824 4 2 1
Maliteng 0,80866 1 4 3 0,38857 1 4 2

. Buru 0,19971 3 3 4 0,08080 3 1 5
MTB 0,13121 5 5 2 0,04565 5 5 4
Malra 0,35308 2 1 1 0,12874 2 3 3

Catatan : Ranking 1 - 3 : dikategorikan tinng
Ranking 4 - 5 : dikategorikan rendah
Sumber : diolah dari tabel sebelumnya
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Tabel 4.18.
Karakteristik Daerah Menurut Kategori Tinggi-Rendahnya Kapasitas Pajak

Dan Usaha Pajak Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2003

40270.pdf

Kategori RK1U1 RK2U2 RK3U3
HC - HE Malra, Malteng, Buru | Amq, Malra, Buru | Malra, Malteng
HC - LE - - MTB
LC - HE - - Amq
LC - LE Amq, MTB MTB, Malteng Buru
Sumber : diolah dari tabel sebelumnya
Kajak-1
6 1 * Amq
5 4 LC-HE LC-LE
4 | * MTB
3 { * Malteng
2 4 HC-HE HC-LE
1 { * Malra * Buru
Usahajak-1

Gambar 2a. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se

Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha
Pajak Tahun 2003
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Kajak-2

6 LC-LE

5 4 LC-HE * MTB

4 A * Malteng

3 {*Amgq
‘ 2 { HC-HE HC-LE

1 4 * Malra *Buru

Usahajak-2
1 2 3 4 5 6

Gambar 2b. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko
Se- Maluku menurut Kapasitas Pajak dan

Usaha Pajak Tahun 2003
Kajak-3
6 -
5 LC -HE LC-LE
4 * Amq * Buru
- 3 { * Malteng * MTB
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Usahajak-3
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Gambar 2c. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se-
Maluku menurut Kapasitas Pajak dan
Usaha Pajak Tahun 2003
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Tabel 4.19
Peringkat Kabupaten/Kota Menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2007

Kabupaten/Kota Kapasitas Pajak Usaha Pajak

K1 RK1 | RK2 | RK3 RU1 RU1 | RU2 | RU3
Ambon 0,09449 5 3 3 0,02595 5 4 5
Malteng 0,95021 1 4 4 036117 2 2 2
Buru 0,25165 3 5 5 0,08671 3 5 4
MTB 0,16744 4 2 2 0,05273 4 3 3
Malra 0,70366 2 1 1 0,22918 1 1 1

Catatan : Ranking 1 - 3 : dikategorikan tinng
Ranking 4 - 5 : dikategorikan rendah
Sumber : diolah dari tabel sebelumnya

Tabel 4.20.
Karakteristik Daerah Menurut Kategori Tinggi-Rendahnya Kapasitas Pajak
Dan Usaha Pajak Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2007

Kategon RK1U1 RK2U2 RK3U3
HC - HE Malra, Malteng,Bur | Malra, MTB Malra, MTB
HC - LE - Amgq Amq

LC - HE - Malteng Malteng

LC - LE Amq, MTB Buru Buru

Sumber : diolah dari tabei sebelumnya
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Kajak-1
6 * Amq
5 4{ LC-HE LC-LE
4 { * * MTB
3 { * Malteng
2 HC - HE HC-LE
1 4 * Malra *Buru
Usahajak-1

Gambar 3a. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se-
Maluku menurut Kapasitas Pajak dan

Usaha Pajak Tahun 2007
Kajak-2
6 -
5. LC -HE LC-LE
4 * Malteng * Buru
3 { *MTB * Amq
2 HC -HE HC-LE
1 4 *Malra
Usahajak-2
1 2 3 4 5 6

Gambar 3b. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se-
Maluku menurut Kapasitas Pajak dan
Usaha Pajak Tahun 2007
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Kajak-3
6
5 LC-HE LC-LE
4 { * Malteng * Buru
3 *MTB * Amg
2 HC - HE HC-LE
1 4 *Malra
Usahajak-3
1 2 3 4 5 6

Gambar 3c. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se-
Maluku menurut Kapasitas Pajak dan
Usaha Pajak Tahun 2007.

4.3. Analisis Ekonomi

4.3.1. Perkembangan Kapasitas pajak dan Usaha Pajak di Kota Ambon

Berdasarkan hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun
1998 tercatat 0,07775 dan usaha pajak-1 sebesar 0,02403 meningkat menjadi
0,16850 untuk kapasitas pajak dan 0,04824 untuk usaha pajak-1 pada tahun 2003,
ini mengandung makna bahwa pajak aktual mengalami peningkatan; tetapi pada
tahun 2007 kapasitas pajak dan usaha pajak menurun menjadi 0,09449 dan

0,02595, yang berarti pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi .

Hasil Perbandingan kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 masing-
masing sebesar 0,01892 dan 8,27316; pada tahun 2003 kapasitas pajak meningkat
sebesar 0,10229 namun mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 0,04217,

sedangkan usaha pajak menurun drastis pada tahun 2003 dan tahun 2007 yéitu
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sebesar 0,04363 dan 0,02024. Dan untuk kapasitas pajak-3 pada tahun 1998
sebesar 0,02744 turun menjadi -0,4931 pada tahun 2003 namun pada tahun 2007
meningkat lagi menjadi 0,06689 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak

estimasi.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah pada tahun 2003
sebesar Rp.5.840,69 juta, akan tetapi dalam realisasinya berhasil melampaui

target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 6.771,62 juta, atau terjadi peningkatan

yang dilakukan oleh lembaga pengelola melalui kebijakan intensifikasi yaitu : (1)
melakukan kegiatan penungguan pada obyek pajak seperti restoran dan hiburan,
tempat-tempat parkir; (2) penerapan denda terhadap wajib pajak yang melewati
tanggal penetapan pembayaran yang jatuh temponya setiap tanggal tujuh pada
bulan berjalan dan (3) penggunaan sarana dan prasarana obyek pajak yang
tersedia mulai ditertibkan (4) tayangan iklan melalui media elektronik (Televisi),

media cetak dan lain-lain.

Sedangkan tahun 2007 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.8.173,46 juta,
namun dalam realisasinya hanya mencapai Rp. 7.682,26 juta, berarti terjadi selisih
sebesar Rp.491,21 juta atau 6,01 persen. Dilihat dari potensi daerah sebagai
sumber kapasitas pajak dan usaha pajak di kota ini sangat potensial namun terjadi
penerimaan yang tidak mencapai target, ini terjadi sebagai akibat dari beberapa
hal antara lain (1) pada saat obyek pajak didatangi oleh petugas, wajib pajak
selalu menghindar; (2) penundaan pembayaran sengaja dilakukan oleh wajib

pajak; (3) masih ada toleransi dari pemerintah kota sehubungan dengan baru
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berakhimya konflik sosial dan (4) petugas penagih pajak tidak melaksanakan
tugas secara optimal sehingga ada indikasi terjadi kebocoran dalam penerimaan
pajak. Sedangkan melalui kebijakan ekstensifikasi untuk saat ini belum ada obyek
pajak baru, obyek pajak daerah yang telah ada masih mengacu pada Undang-
undang nomor 34 tahun 2000 sebagai pengganti Undang-undang nomor 18 tahun

1999 dimana penetapan pajak dan retribusi telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun
1998 kapasitas pajak-1 yang diperoieh kota Ambon berada pada urutan kedua
sedangkan usaha pajak-1 berada pada urutan ke lima maka menempatkan kota
Ambon berada pada karakteristik HC-LE; Pada tahun 2003 untuk kapasitas
pajak-2 dan usaha pajak-2 menduduki peringkat dua sehingga masuk dalam
karakteristik HC-HE dan pada tahun 2007 untuk kapasitas pajak-3 berada pada
urutan dua dan usaha pajak pada urutan lima sehingga masuk dalam karakteristik

HC-LE.

4.3.2. Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Maluku

Tengah

Hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun 1998 tercatat
0,24435 dan usaha pajak-1 sebesar 1,11462; kapasitas pajak meningkat pada
tahun 2003 dan tahun 2007 menjadi 0,80866 dan 0,95021, ini mengandung
makna bahwa pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi pada tahun-tahun
tersebut, sedangkan untuk usaha pajak mengalami penurunan pada tahun 2003
sebesar 0,38857 dan tahun 2007 sebesar 0,36117 yang berarti pajak aktual lebih

kecil dari pajak estimasi.
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Hasil Perbandingan kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 masing-
masing sebesar -0,18585 dan -2,17352; pada tahun 2003 kapasitas pajak
meningkat menjadi 0,02230 dan tahun 2007 menjadi 0,04133, sedangkan usaha
pajak juga meningkat pada tahun 2003 dan tahun 2007 yaitu sebesar 0,01579 dan
0,02960. Dan untuk kapasitas pajak-3 pada tahun 1998 sebesar -0,19661
meningkat menjadi 0,02851 pada tahun 2003 dan tahun 2007 meningkat lagi
menjadi 0,05293 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi dan
untuk usaha pajak-3 tahun 1998 sebesar -0,68135 meningkat pada tahun 2003
sebesar 0,05060 yang mengandung makna bahwa pajak aktual lebih besar dari

pajak estimasi, namun menurun pada tahun 2007 sebesar 0,03854.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah tahun 2003 yaitu
sebesar Rp.3.031.34 juta, sedangkan pajak daerah yang berhasil dipungut pada
tahun tersebut tidak mencapai target yaitu sebesar Rp. 2.275,04 juta, ini berarti
terjadi selisih sebesar Rp.756,3 juta atau 24,95 persen. Tidak tercapainya target
penerimaan pajak ini terjadi karena ada indikasi bahwa (1)masih ada sebagian
besar masyarakat yang menghindari pungutan pajak, (2) juga ada sebagian
masyarakat yang kesulitan dalam mengisi SPT (Surat Pajak Tahunan) sehingga
harus melibatkan petugas dalam pengisian formulir SPT, yang menimbulkan
kebocoran dalam pungutan pajak daerah oleh petugas pajak. Bila dibandingkan
dengan tahun 2007 rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 5.045,13 juta
rupiah, namun dalam pemungutan pajak berhasil melebihi sedikit targetnya yaitu
sebesar Rp.5.245,03 juta, terjadi kelebihan sebesar Rp.199,90 juta atau 3,96

persen. Meningkatnya penerimaan pajak ini terjadi karena (1) menggunakan
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tenaga kontrak untuk ditempatkan pada obyek pajak seperti di pasar-pasar,
pelabuhan dan terminal, (2) keberhasilan dalam memberikan penyuluhan dan
petunjuk pengisian SPT kepada wajib pajak, (3) mulai adanya kesadaran dari
masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, (4) tayangan iklan melalui media
elektronik (Televisi), media cetak dan lain-lain. Sedangkan kebijaksanaan
ckstensifikasi untuk membuka obyek pajak baru belum terlaksana dan masih
tergantung pada obyek pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam
undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang diberlakukan bagi semua Pemerintah

daerah baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1998 kapasitas
pajak-1 yang diperoleh kabupaten Maluku Tengah berada pada urutan ketiga
sedangkan usaha pajak-1 berada pada urutan kedua maka menempatkan
kabupaten ini berada pada karakteristik HC-HE; Pada tahun 2003 untuk
kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 berada pada peringkat empat dan sehingga
masuk dalam karakteristik LC-LE dan pada tahun 2007 untuk kapasitas pajak-3
berada pada urutan empat dan usaha pajak pada urutan dua sehingga masuk dalam

karakteristik LC-HE.
4.3.3 Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Buru

Hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun 1998 tercatat
0,14814 dan usaha pajak-1 sebesar 0,05520; kapasitas pajak meningkat pada
tahun 2003 dan tahun 2007 menjadi 0,19971 dan 0,25165, im  mengandung

makna bahwa pajak aktual lebih besar dan pajak estimasi pada tahun-tahun
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tersebut, dan untuk usaha pajak juga mengalami peningkatan pada tahun 2003

sebesar 0,08080 dan tahun 2007 sebesar 0,08672.

Hasil Perbandingan kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 masing-
masing sebesar -0,01243 dan -0,04702; pada tahun 2003 kapasitas pajak
meningkat menjadi 0,01377 dan tahun 2007 menjadi 0,02428, sedangkan usaha
pajak juga meningkat pada tahun 2003 sebesar 1,09460 yang mengandung mkna
pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi, namun menurun pada tahun 2007
sebesar 0,01424 yang beraﬁi pajak aktual lebih kecil dari pajak esiimasi. Dan
untuk kapasitas pajak-3 pada tahun 1998 sebesar -0,01448 meningkat menjadi
0,01712 pada tahun 2003 dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 0,003016 yang
berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi, sedangkan usaha pajak-3 pada
tahun 1998 sebesar -0,03913 meningkat pada tahun 2003 dan tahun 2007 masing-
masing sebesar 0,01043 dan 0,01772 yang berarti pajak aktual lebih besar dari

pajak estimasi.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah tahun 2003 yaitu
sebesar Rp. 826,26 juta, sedangkan pajak daerah yang berhasil dipungut pada
tahun tersebut melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 830,02 juta, ini
berarti ada peningkatan sebesar Rp.3,76 juta atau 0,46 persen. Bila dibandingkan
dengan tahun 2007 rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.586,39 juta
rupiah, namun dalam pemungutan pajak berhasil juga melebihi targetnya yaitu
sebesar Rp.2.159,30 juta, terjadi kelebihan sebesar Rp.427,09 juta atau 26,92
persen. Hal ini terjadi karena ada usaha pemerintah dalam dalam hal ini pengelola

pajak daerah untuk melakukan langkah intensifikasi untuk mengatasinya melalui:
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(1) penggunaan sarana dan prasarana obyek pajak secara optimal, (2) berhasil
dalar;l memberikan penyuluhan dan petunjuk pengisian kepada wajib pajak, (3)
mulai adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, (4)
tayangan iklan melalui media elektronik (Televisi), media cetak dan lain-lain.
Sedangkan kebijaksanaan ekstensifikasi untuk membuka obyek pajak baru belum
terlaksana dan masih tergantung pada obyek pajak yang telah ditetapkan oleh

pemerintah dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang diberlakukan bagi

semua Pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1998
kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 yang diperoleh kabupaten Buru berada pada
urutan keempat, maka menempatkan kabupaten buru berada pada karakteristik
LC-LE; Pada tahun 2003 untuk kapasitas pajak-2 berada pada peringkat tiga dan
usaha pajak-2 menduduki peringkat satu sehingga masuk dalam karakteristik HC-
HE dan pada tahun 2007 untuk kapasitas pajak-3 berada pada peringkat lima dan

usaha pajak pada peringkat empat sehingga masuk dalam karakteristik LC-LE.

4.3.4 Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Maluku

Tenggara Barat

Hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun 1998
tercatat 0,02198 dan usaha pajak-1 sebesar 0,09668; kapasitas pajak meningkat
pada tahun 2003 dan tahun 2007 menjadi 0,13121 dan 0,16744, ini mengandung
makna bahwa pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi pada tahun-tahun
tersebut, dan untuk usaha pajak mengalami penurunan pada tahun 2003 sebesar

0,04565 dan tahun 2007 meningkat laéi menjadi 0,05273.
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Hasil Perbandingan kapaéitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 masing-
masing sebesar -0,47007 da:1 0,01976; pada tahun 2003 kapasitas pajak
meningkat menjadi 0,05047 dan tahun 2007 menjadi 0,11716, sedangkan usaha
pajak juga menurun pada tahun 2003 sebesar 0,01299 yang mengandung makna
pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi, namun meningkat pada tahun 2007
sebesar 0,02513 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi. Dan
untuk kapasitas pajak-3 pada tahun 1998 sebesar -0,61964 meningkat menjadi
0,06281 pada tahun 2003 dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 0,09319 yang
berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi, sedangkan usaha pajak-3 pada
tahun 1998 sebesar 0,02713 menurun pada tahun 2003 menjadi 0,01725 dan tahun

2007 meningkat lagi menjadi sebesar 0,02875 yang berarti pajak aktual lebih

besar dari pajak estimasi.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah tahun 2003 yaitu
sebesar Rp.1.050,71 juta, sedangkan pajak daerah yang berhasil dipungut pada
tahun tersebut tidak mencapai target yaitu sebesar Rp. 1.068,36 juta, ini berarti
terjadi selisih sebesar Rp.17,65 juta atau 1,68 persen. Menurunnya penerimaan
pajak di kabupaten ini terjadi karena ada indikasi bahwa (1) ada sebagian besar
masyarakat belum menyadari akan pentingnya pembayaran pajak, (2) sebagian
masyarakat mulai belum memahami cara mengisi SPT (Surat Pajak Tahunan)
sehingga harus melibatkan petugas pajak mengakibatkan kebocoran dalam
pungutan pajak daerah (3) pemanfaatan sarana dan prasarana obyek pajak belum
optimal. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 rencana penerimaan pajak daerah
sebesar Rp. 2.400,94 juta rupiah, namun dalam pemungutap pajak berhasil

o
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melebihi sedikit targetnya yaitu sebesar Rp.2.541,68 juta, terjadi kelebihan
sebesar Rp.140,74 juta atau 5,86 persen ini terjadi k:}rena (1) menggunakan
tenaga kontrak yang ditempatkan pada obyek pajak seperti di pasar-pasar,
pelabuhan dan terminal, (2) berhasil dalam memberikan penyuluhan dan petunjuk
pengisian kepada wajib pajak, (3) mulai adanya kesadaran dari masyarakat akan
pentingnya pembayaran pajak, (4) tayangan iklan melalui media elektronik
(Televisi), media cetak dan lain-lain. Sedangkan kebijaksanaan ekstensifikasi
untuk membuka obyek pajak baru belum terlaksana dan masih tergantung pada
obyek pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang nomor

34 tahun 2000 yang diberlakukan bagi semua Pemerintah daerah baik ditingkat

provinsi maupun di kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun
1998 kapasitas pajak-1 yang diperoleh kabupaten ini berada pada urutan ke lima
sedangkan usaha pajak-1 berada pada urutan ke tiga maka menempatkannya pada
karakteristik LC-HE; Pada tahun 2003 untuk kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2
menduduki peringkat lima sehingga masuk dalam karakteristik LC-LE dan pada
tahun 2007 untuk kapasitas pajak-3 berada pada urutan dua dan usaha pajak pada

peringkat tiga sehingga masuk dalam karakteristik HC-HE.

4.3.5. Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Maluku

Tenggara

Hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun 1998 tercatat
0,82066 dan usaha pajak-1 sebesar 0,41745; pada tahun 2003 kapasitas pajak

menurun sebesar 0,35308 artinya bahwa pajak aktual lehih kecil dari pajak
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estimasi dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 0,70366, ini mengandung
makna bahwa pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi pada tahun tersebut, dan
untuk usaha pajak juga mengalami penurunan pada tahun 2003 sebesar 0,12874;

kemudian meningkat lagi pada tahun 2007 sebesar 0,22918.

Hasil Perbandingan kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 sebesar
-0,01243 dan tahun 2003 kapasitas pajak meningkat menjadi 0,20520 dan tahun

2007 menjadi 0,33388, sedangkan usaha pajak juga menurun pada tahun 2003

estimasi, namun meningkat lagi pada tahun 2007 sebesar 0,08486 yang berarti
pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi. Dan untuk kapasitas pajak-3 pada
tahun 1998 sebesar -0,22978 meningkat menjadi 0,28741 pada tahun 2003 dan
tahun 2007 menurun lagi menjadi 0,270044 yang berarti pajak aktual lebih kecil
dari pajak estimasi, sedangkan usaha pajak-3 pada tahun 1998 sebesar 0,12880
menurun pada tahun 2003 sebesar 0,04783 kemudian meningkat pada tahun 2007

sebesar 0,11379 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah tahun 2003 yaitu
sebesar Rp.2.211,44 juta, sedangkan pajak daerah yang berhasil dipungut pada
tahun tersebut melebihi target yaitu sebesar Rp. 2.307,53 juta, ini berarti terjadi
selisih sebesar Rp.96,42 juta atau 4,36 persen. Bila dibandingkan dengan tahun
2007 rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 8.053,49 juta rupiah, namun
dalam pemungutan pajak berhasil melebihi sedikit targetnya yaitu sebesar
Rp.8.421,32 juta, terjadi kelebihan sebesar Rp.367,83 juta atau 5,57 persen.

Meningkatnya penerimaan pajak pada kabupaten ini sama halnya di kabupaten
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intensifikasi pajak daerah dan kebijaksanaan ekstensifikasi pajak daerah yang
bersifat komprehensif dan senantiasa berpihak kepada rakyat.

Usaha Intensifikasi Pajak Daerah yang dimaksudkan dalam bentuk
Perubahan Tarif Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara
nyata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah lebih cepat dan lebih besar,
serta Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah yaitu pengelolaan sumber-sumber
daerah pada umumnya dan pajak daerah secara khusus harus dilakukan secara
profesional melalui mekanisme dan prosedur yang baik dan transpran, guna
menghindari terjadinya pemborosan biaya pemungutan dan kebocoran dalam
penerimaan pajak daerah.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbesar
sistim perpajakan di daerah kabupaten/kota antara lain :

1. Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan daerah untuk
menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. Untuk itu
pemerintah daerah perlu memiliki sistim akuntansi yang memadai
sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang telah dikumpulkan telah
dideposit ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan jaminan
keamanan yang cukup dari bahaya pencurian, hilang dan lain-lain.

2. Sistem ceking, pada setiap tahap sangat diperlukan catatan-catatan
tersebut untuk dicrosscek, dan dilakukan pengecekan mendadak oleh staf
senior secara acak.

3. Pelaporan hasil pungutan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor secara

teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan
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kepada staf senior yang memiliki kewenangan dalam pengambilan

keputusan bila terjadi masalah.

Usaha Ekstensifikasi Pajak daerah merupakan suatu kebijakan oleh daerah
dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-
sumber pajak baru, yang salah satunya adalah melalui kegiatan investasi karena
dianggap memiliki peranan yang strategis untuk meningkatkan pajak daerah;
sebab dengan adanya investasi yang ditanamkan oleh pengusaha pada
kabupaten/kota maka secara makro dapat menciptakan multiefek dalam
perekonomian seperti : Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah,
meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan terciptanya
sumber/potensi pajak baru.

Dalam melakukan kebijakan pemerintah daerah tersebut masih sering
dijumpai hambatan-hambatan baik bersifat internal seperti; perkembangan
intelektual dan moral aparat pengelola pajak daerah, serta kurangnya koordinasi
atar unit pengelola pajak daerah dengan unit-unit terkait; Sedangkan hambatan
yang bersifat eksternal antara lain berupa : Perkembangan intelektual dan moral
masyarakat untuk membayar pajak; Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat
dan Adanya usaha meringankan beban pajak daerah oleh masyarakat sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan himbauan terhadap
wajib pajak yang sudah terdaftar namun belum memahami diri sebagai wajib pajak

agar kembali terdaftar sebagai wajib pajak.
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Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penulisan ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari perhitungan Kkapasitas pajak-1
ternyata bahwa variabel bebas pendapatan perkapita berpengaruh nyata terhadap
kapasitas pajak sebesar 0,004 persen, artinya bahwa bila nilai dari variabel ini
meningkat satu unit, maka kapasitas pajak-1 akan bertambah sebesar nilai
variabel itu.

2. Hasil regresi yang diperoleh dari perhitungan atau persamaan kapasitas pajak-2,
nampak bahwa variabel kontribusi sektor perdagangan sebesar 1,336 persen,
kontribusi sektor jasa sebesar -2,049 persen dan kontribusi sektor pengangkutan
sebesar 3,670 persen berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak.

Artinya apabila nilai variabel sektor perdagangan meningkat sebesar satu unit
maka, kapasitas pajak-2 akan meningkat sebesar 1,336 persen; apabila nilai
variabel sektor jasa meningkat satu unit maka kapasitas pajak akan menurun
sebesar -2,049 persen dan apabila variabel sektor pengangkutan naik sebesar satu
unit maka kapasitas pajak akan meningkat sebesar 3,670 persen; sedangkan
variabel bebas lainnya yaitu pendapatan perkapita dan kontribusi sektor
pertanian tidak berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak.

3. Hasil regresi dari persamaan kapasitas-3 nampak juga bahwa variabel bebas

kontribusi sektor perdagangan sebesar 1,102 persen; kontribusi sektor jasa

o
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sebesar -1,805 persen dan kontribusi sektor pengangkutan sebesar 2,827 persen
berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak, artinya apabila nilai variabel sektor
perdagangan meningkat sebesar satu unit maka nilai kapasitas pajak-3 akan
meningkat sebesar 1,102 persen; apabila nilai variabel sektor jasa meningkat
sebesar satu unit maka kapasitas pajak-3 akan turun sebesar -1,805 persen dan
apabila nilai variabel sektor pengangkutan naik sebesar satu unit maka kapasitas
pajak-3 akan meningkat sebesar 2,827 persen; sedangkan Kontribusi sektor
pertanian tidak berpen garuh nyata terhadap kapasitas pajak.

4. Hubungan antara variabel bebas kontribusi sektor jasa dalam perhitungan atau
persamaan kapasitas pajak-2 dan kapasitas pajak-3 menunjukkan nilai negatif.
Artinya bahwa kontribusi sektor jasa tidak dapat diandalkan untuk menaikan
kapasitas pajak, untuk itu perlu meningkatkan variabel sektor ekonomi lainnya
sebagai sumber dalam kapasitas pajak.

5. Melalui hasil penelitian berdasarkan atas kapasitas pajak dan usaha pajak
menunjukkan bahwa dari kelima kabupaten/kota di provinsi Maluku untuk tahun
1998 menempati peringkat karakteristik yaitu : (1) HC-HE Maluku Tenggara,
Maluku Tengah, (2) HC-LE Ambon, (3) LC-HE Majuku Tenggara Barat, (4) LC-
LE Buru ini terjadi untuk K1U1; Tahun 2003 menempati peringkat karakteristik
yaitu : (1) HC-HE Ambon dan Maluku Tenggara, (2) HC-LE Maluku Tenggara
Barat, (3) LC-HE Buru, (4) LC-LE Maluku Tengah ini berlaku untuk K2U2 dan
pada tahun 2007 menempati peringkat dan karakteristik yaitu : (1) HC — HE
Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat. (2) HC-LE Ambon. (3) LC - HE

Maluku Tengah dan (4) LC — LE Buru untuk K3 1{3.
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5.2. Saran

[4

1. Optimalisasi dalam pemungutan pajak dapat ditingkatkan dengan melakukan
kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikas1 terhadap obyek pajak dengan
melakukan uji petik secara berkala dan bila memungkinkan pengadaan fasilitas
kas register, guna mengetahui potensi secara akurat terhadap omset setiap obyek
pajak, serta diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Agar dapat memberikan kesempatan dan peiuang uniuk pihak swasia berinvesiasi
terutama pada sektor ekonomi seperti industri, keuangan dan persewaan di
beberapa kabupaten yang dianggap potensial dan diharapkan dapat meningkatkan
kapasitas pajak.

3. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang bersumber dari sektor ekonomi
perlu peningkatan kemampuan lembaga pengelola secara optimal, untuk itu
dibutuhkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih ditekankan pada
kemampuan Ketrampilan teknis fungsional, sarana dan prasarana pengelola serta
kemudahan dalam pelayanan terutama menyangkut pengurusan pembayaran pajak
bagi aparatur perpajakan dengan cara menghilangkan birokrasi yang berbelit-
belit.

4. Agar Pemda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, khususnya Dinas Pendapatan
daerah dan Dinas Pariwisata melakukan pendataan ulang(peremajaan data)
terhadap wajib pajak dan obyek pajak yang ada di kawasan perkotaan.

5. Untuk menaikan Kegiatan investasi maka pemerintah Kabupaten/Kota perlu

melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut : .

106

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



40270.pdf

a) Menciptakan daya tarik dan iklim usaha yang kondusif Bagi investor lokal
maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan 1;10dalnya di
Kabupaten/Kota.

b) Memberi kemudahan bagi investor lokal maupun investor asing untuk
menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah.

6. Untuk Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu penegasan
dalam pemberian sangsi bagi wajib pajak yang tidak taat pajak berupa

pencabutan izin usaha; Pemberhentian pengoperasian kendaraan bermotor baik di

jalan raya maupun diatas air; Pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB

dan tidak membayar PBB dan lain-lain.
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Lampiran 1. Rincian data untuk Dianalisis, Provinsi Maluku

X4 = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)
X2 = Andil sektor Pertanian (%)

X3 = Andil sektor Perdagangan (%)
Andil sektor Jasa-jasa (%)
Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)

X4
Xs

I

TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)

TRIY =kapasitas pajak aktual (TR/X4).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tahun X X2 X X4 Xs TR TRY
[1] 2] B3] [4] [5] [6] {7] (8]
1991 994,822 | 3017 122,23 | 1265| 488 | 334484 | 3,362250
1992 1094,05 | 29,92 | 21,41 13,73 | 4,77 | 3947,179 | 3,607860
1993 | 1256,026 | 27,05[ 18,6 14,03 | 6,16 | 4304,408 | 3,427005
1994 1392073 | 26,95]1928| 13,79 | 6,27 | 565519 | 4,062423
1995 11571583 | 24,47 | 20,84 13,19 | 6,02 | 5645,756 | 3,592401
1996 | 1784015 2399 20,7 1287 { 6,63 | 6598,721 | 3,698804
1997 11916992| 25591 20 13,21 ] 7,05 883314 | 4,607813
1998 | 2408,984 | 31,56 | 20,i5| 12,40 0©,20 | 6695382 | 2,775333
1999 |1981,229 | 37,83 (20,90 | 16,62 746 | 8839,861 | 4,461807
2000 }2307,582 | 3653|2293 18,78 | 836 |5951,526 | 2,579118
2001 | 2467,092 | 36,27 | 23,67 1942 | 7,39 13120,122 | 1,264696
2002 | 2780,014 { 36,44 | 24,90 18,36 | 7,52 | 7928,938 | 2,852122
2003 | 2897,174 | 35,72 | 25,26 17,93 | 827 | 1237485 | 4,271353
2004 | 3101,182 | 35,72 | 25,35 1747 | 872 | 40625,58 | 13,100031
2005 | 3420589 | 35,75 | 25,70 1710 | 8,94 | 51106,22 | 14,940765
2006 | 3727,664 | 35,49 | 26,08 16,82 | 9,24 | 49011,97 | 13,148173
2007 | 4076,275 | 35,32 | 26,34 16,56 | 9,29 | 66770,24 | 16,380210
Keterangan :
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Lampiran 2. Rincian data untuk Dianalisis, Kota Ambon

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tahun Xi X X3 X4 Xs TR TRY
(1] (2 3] [4] (5] (6l [} (8]

1998 4.198 21,38 | 2566 17,70 11,07 | 1370,21 | 0,326376
1999 3.856 19,09 | 28,38 23,85 13,01 { 4969,163 | 1,288723
2000 5.479 2180 | 2351 26,98 14,96 | 4604,758 | 0,840502
2001 5.511 2364 | 21,72 28,82 13,40 | 4132,832 | 0,749861
2002 6.026 2467 | 21,98 | 27,20 13,82 | 5439,346 | 0,902576
2003 6.340 2510 | 21,03 | 26,27 15,48 | 6771,632 | 1,068112
2004 6.794 2520 | 20,51 25,48 16,61 | 6732,57 | 0,991030
2005 7.472 2575| 2064| 2434 17,30 | 6923,447 | 0,926571
2006 8.340 27,30 | 20,13 | 23,84 17,34 | 7163,672 | 0,858948
2007 9.015 27,69 1969 | 23,78 17,58 | 7682,25 | 0,852192

Keterangan :

Xi = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)

X2 = Andil sektor Pertanian (%)

X3 = Andil sektor Perdagangan (%)

X4 = Andil sektor Jasa-jasa (%)

Xs = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)

TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)

TR/Y  =kapasitas pajak aktual (TR/X1).
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Lampiran 3. Rincian data untuk Dianalisis, Maluku Tengah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tahun Xi X2 X3 X4 Xs TR TRIY
(1] (2] @Bl {4] (o] f6] [r] (8]

1998 1779,285 25,46 19,34 | 27,54 7,79 | 7734649 | 4,347055
1999 1200,195 34,77 21,50 | 18,58 11,47 | 3981,645 | 3,317498
2000 1301,981 32,70 25,89 | 10,10 18,18 | 4373,836 | 3,359370
2001 1427,630 33,33 25771 9,70 18,27 | 2710,681 | 1,898728
2002 1630,300 32,9 27,37 922 17,61 | 2744,749 | 1683585
2003 1677,605 32,31 2805 9,16 17,30 | 2275,025 | 1,356115
2004 1794,008 32,78 28,10 | 9,10 16,90 | 4286,338 | 2,389252
2005 1962,817 32,69 28,66 | 9,00 16,59 | 4600,881 | 2,344019
2006 2150,151 32,53 28,69 | 9,84 16,15 | 4974,627 | 2,313618
2007 2349,890 32,57 2924 | 10,17 15,58 | 5245031 | 2,232033

Keterangan :

X1 = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)

X2 = Andil sektor Pertanian (%)

X3 = Andil sektor Perdagangan (%)

X4 = Andil sektor Jasa-jasa (%)

Xs = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)

TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)

TR/Y =kapasitas pajak aktual (TR/X).
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Lampiran 4. Rincian data untuk Dianalisis, Buru
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Tahun Xy X2 X3 X4 Xs TR TRIY
[1] 2 Bl B | B | B [ ]

1998 2441,781 47,32 1225| 1853 3,79 | 882,947 | 0,361600
1999 1742,902 58.49 12,72 12,71 814 | 728443 | 0417948
2000 1690,196 61,89 14,22 595| 1042 | 789,935| 0,467363
2001 1867,904 63,32 1426 | 427 | 1064 | 804,694 | 0,430801
2002 2045,699 62,41 15,57 395 10,59 | 822,624 | 0,402124
2003 2104,332 61,95 15,57 375| 10,57 | 884,222 | 0,420191
2004 2291,210 62,91 15,67 365| 10,11 | 1986,974 | 0,867216
2005 2562,004 61,39 15,95 349 | 11,99| 1516,856 | 0,592058
2006 2711,436 62,01 16,62 396| 975| 1888,159 | 0,696369
2007 2929,537 60,57 17,55| 426] 10,09 | 2159,299 | 0,737079

Keterangan :

Xi = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)

X2 = Andil sektor Pertanian (%)

X3 = Andil sektor Perdagangan (%)

X4 = Andil sektor Jasa-jasa (%)

Xs = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)

TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)

TR/Y = kapasitas pajak aktual (TR/X3).
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Lampiran 5. Rincian data untuk Dianalisis, Maluku Tenggara Barat

Tahun K X X2 X3 X4 Xs TR TRYY
0] 2 O O N - I G g
1998 | 1861675 53,89 20,80 10,47 3,91 761,355 | 0,408962
1999 | 2006,587 55,48 2423 10,39 459 | 905,157 | 0,451093
2000 | 2142 339 53,86 24 .86 11,34 447 | 959,658 | 0,447949
2001 | 2374,657 53,39 24,86 11,61 448 | 991,028 | 0417335
2002 | 2755,561 53,68 25,81 10,82 422 | 1042462 | 0,378312
2003 | 2853,919 53,28 26,32 10,64 4,211 1068,364 | 0,374350

b T d T P

g
-

Y 2004 | 3053494 53,65 26,32 10,39 4,06 | 2053,597 | 0,672540

9 2005| 3355201 52,77 26,64 11,08 3,98 | 2280,724 | 0,679758

N 2006 | 3580,985 53,10 27,00 10,25 3,97 | 2511,968 | 0,701474

2007 | 3856,154 52,62 27,48 10,37 3,85 | 2541675 | 0,652355
X1 = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)

X2 = Andil sektor Pertanian (%)

X3 = Andil sektor Perdagangan (%)

X4 = Andil sektor Jasa-jasa (%)

Xs = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)
TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)

TR/  =kapasitas pajak aktual (TR/X).
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Lampiran 6. Rincian data untuk Dianalisis, Maluku Tenggara

Tahun X4 X2 X3 X4 Xs TR TRY
{1 [2] [3] (4] Bl [6] [’] 8]

1998 | 1582,593 | 4665| 2411 | 14,02 3,12 | 2054653 |  1,298283
1999 | 1719,774| 4896 | 2860 | 1385| 360 |1777,369 | 1,033490
2000 | 1963651 | 42,78 | 30,06 17,75| 3,88 | 1974644 | 1,005598
2001 2109,571 | 4339 | 30,75| 16,35| 3,89 | 2034,85]| 0,964580
2002 | 2458,744 | 4480 | 3121 14,91 3,65 | 2226,05| 0,905361
2003 | 2556,898 | 4447 | 3167 | 1460 | 365 2307,533 | 0,902474
2004 | 2694662 | 4366 | 3236| 1454 | 3,59 |7937,601 | 2,945676
2005 | 2965412 | 4419 3218 1433 | 3,53 |7492,869 | 2,526755
2006 | 3228,181| 4405| 3245| 1426 | 3,41 |8214,388 | 2544587
2007 | 3459932 | 4311| 3368 13,96 3,35 8421319 | 2433955

Keterangan :

X4 = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)

X2 = Andil sektor Pertanian (%)

X3 = Andil sektor Perdagangan (%)

X4 = Andil sektor Jasa-jasa (%)

Xs = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)

TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)

TRIY  =kapasitas pajak aktual (TR/X1).
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